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MOTTO 
 
                 
             
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung 
( QS al-Imran ayat 130 ) 
              
 
 
 
vii 
 
PERSEMBAHAN 
 
Waktu yang sudah kujalani dengan hidup yang sudah menjadi takdirku, 
sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku warna-warni 
kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu 
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal 
perjuanganku 
Segala Puji bagi Mu ya Allah 
Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan 
yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih insyaAllah 
atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh 
kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku 
kepada ibu dan bapakku beserta keluargaku yang telah memberikan kasih 
sayang yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya 
dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ix 
 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
x 
 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A a 
  َ  ‎ Kasrah I i 
  َ  ‎ Dammah U u 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
 
 
xii 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
xiii 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 دّممحام ولوسرلاإ  Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
xv 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Amanda Setya Kusuma Wardhani, NIM 142111152 ; “IMPLEMENTASI 
KONSEP QARḌ PADA PEMINJAMAN UANG ARISAN DI DUKUH 
NGROTO KELURAHAN SUMBEREJO KECAMATAN MONDOKAN 
KABUPATEN SRAGEN”  
 
Dalam praktiknya penyelenggaraan arisan di Dukuh Ngroto terdapat 4 
kelompok arisan, yang diadakan di setiap RT. Diikuti oleh warga di masing-
masing RT. Mengenai sistem arisan ada uang dari anggota arisan yang 
dipinjamkan dengan adanya tambahan dalam setiap pengembalian. 
 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teori snowball, yaitu pencarian 
data menggunakan bantuan key-informant (pengurus arisan dan anggota arisan). 
Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder serta 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. 
Kemudian menganalisis dengan cara berfikir deduktif. 
 
Hasil dari penelitian menemukan bahwa dalam analisi pelaksanaan 
peminjaman uang arisan terdapatnya uang yang dipinjamkan yaitu uang awal 
arisan, uang kas dan uang tabungan. Dapat dipinjamkan untuk anggota arisan dan 
dikembalikan sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan adanya tambahan. 
Praktik pelaksanaan berdasarkan konsep qarḍ dari analisa rukun dan syarat telah 
sesuai dan memenuhi obyek qarḍ beserta hukum al-qarḍ dari sisi sifat yang 
melekat padanya, mengenai analisa sumber dana qarḍ telah sesuai berdasarkan 
fatwa MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, mengenai analisa tambahan dalam 
pengembalian untuk RT 13 B telah sesuai sedangkan RT 13 A, 14 B, dan 16 tidak 
sesuai. Mengenai biaya administrasi telah sesuai berdasarkan fatwa DSN MUI 
No. 19/DSN-MUI/IV/2001. 
 
 
Kata kunci: qarḍ, arisan, peminjaman uang arisan, tambahan. 
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ABSTRACT 
 
Amanda Setya Kusuma Wardhani, NIM 142111152 ; “IMPLEMENTATION OF 
QARḌ CONCEPTS ON BORROWING OF SOCIAL GHATERING MONEY 
IN DUKUH NGROTO KELURAHAN SUMBEREJO KECAMATAN 
MONODOKAN KABUPATEN SRAGEN” 
 
 In practice of organizing social gathering in Dukuh Ngroto there are 4 
social gathering groups held in every RT. Followed by residenys in each RT. 
Regarding the social gathering system there is money from members of the social 
gathering who are lent with additional in each return.   
  
 This type of research is field research with qualitative descriptive 
approach and using snowball theory, ie searching data using the help of key-
informant (social gathering board and member of social gathering). Using primary 
data sources and secondary data sources and using data collection techniques by 
interview and documentation. Then analyze by way of deductive thinking.  
 
 The results of the study found that in the analysis of the implementation 
of borrowing money social gathering the presence of money lent the early money 
social gathering, cash and money savings. Can be loaned to members of the social 
gathering and returned before the due date of payment accompanied by additional. 
Implementation practices based on the qarḍ concept of harmonious analysis and 
requirements have been complied with and satisfied the qarḍ object along with the 
law of al-qarḍ in terms of its inherent character, regarding the analysis of the 
source of qarḍ funds has been in accordance with the MUI fatwa no. 19/DSN-
MUI/IV/2001, regarding additional analysis in return for RT 13 B is appropriate 
while RT 13 A, RT 14 B, and RT 16 are not appropriate. Regarding the 
administrative fee has been in accordance with the fatwa of DSN MUI no. 19 / 
DSN-MUI / IV / 2001.    
 
 
Keywords: qarḍ, social gathering, loan money, additional 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat 
hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya 
manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama 
hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu 
berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan 
kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang 
melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain 
disebut muamalah.1 
Dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau 
sebagai manusia yang bermasyarakat, manusia  butuh dengan adanya 
makhluk lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Seperti dalam 
menjalankan perekonomian. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa 
didapatkannya sendiri, untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu setiap 
manusia melakukan transaksi ekonomi agar dapat memenuhi 
kebutuhannya sehari-hari.  
Misalnya salah satu cara yang dilakukan oleh warga di Dukuh 
Ngroto untuk mengoptimalkan keuangan yaitu dengan cara warga 
mengadakan arisan. Selain sebagai ajang kumpul-kumpul antar warga, 
                                                          
1
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11. 
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arisan merupakan salah satu kegiatan masyarakat mengumpulkan uang 
kemudian diundi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkannya, 
nilai nominal uang yang disetor dan waktu pengundian telah disepakati di 
awal.2  
Dukuh Ngroto adalah salah satu Dukuh di Sumberejo Kecamatan 
Mondokan Kabupaten Sragen. Penduduk di Dukuh Ngroto mayoritas 
adalah muslim. Di Ngroto terdapat sebuah pasar kecil yang ada pada hari 
Kliwon dan Pahing. Masyarakat sekitar menyebutnya “Pasar Anyar 
Ngroto”. Meskipun tidak sebesar pasar di Gemolong dan Sumberlawang, 
pasar anyar Ngroto cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Terutama pada pedagang kecil-kecilan. Di Dukuh Ngroto banyak sekali 
toko-toko sembako dan toko bahan bangunan yang lumayan besar. Dalam 
kelompok masyarakat pastinya memiliki suatu kegiatan guna menjaga 
kerukunan satu sama lain serta menumbuhkan kekompakan. Seperti 
halnya  warga Dukuh Ngroto juga memiliki suatu kegiatan. Misalnya 
mengadakan pengajian, bersih-bersih lingkungan sekitar, lomba untuk 
memeriahkan dukuh, senam bersama, dan arisan. 
Salah satu kegiatan muamalah adalah utang piutang yang dalam 
fiqih muamalah bisa berarti qarḍ. Qarḍ adalah pemberian harta kepada 
                                                          
2
 Suharso dan Ana, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, cet. III, (Semarang: Widya Karya, 
2009), hlm. 48. 
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orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 
meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan.3  
Dalam praktiknya penyelenggaraan arisan di Dukuh Ngroto 
terdapat 4 kelompok arisan, yang diadakan di setiap RT. Diikuti oleh 
warga di masing-masing RT per KK. Mengenai sistem arisan ada uang 
dari anggota arisan yang dipinjamkan dengan adanya tambahan dalam 
setiap pengembalian. Dengan adanya tambahan tersebut maka penulis 
ingin meneliti tentang bagaimana pelaksanaan peminjaman jika ditinjau 
dari konsep qarḍ.  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 
mengambil judul: “Implementasi Konsep Qarḍ pada Peminjaman Uang 
Arisan di Dukuh Ngroto Kelurahan Sumberejo Kecamatan 
Mondokan Kabupaten Sragen” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan peminjaman uang arisan di Dukuh Ngroto, 
Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen ? 
2. Bagaimana analisis konsep qarḍ terhadap peminjaman uang arisan di 
Dukuh Ngroto, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mondokan, 
Kabupaten Sragen? 
 
 
                                                          
3
 Binti Nur Asiyah, “Source Of Fund Pembiayaan Qarḍ: Upaya Mewujudkan 
Keseimbangan antara Kesejahteraan dan Keadilan Sosial di Perbankan Syariah”,  Jurnal Al-
Ahkam, Vol 1 No. 2, Desember 2013, hlm. 194-195. 
4 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan peminjaman uang arisan di Dukuh 
Ngroto, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten 
Sragen  
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam peminjaman uang arisan di 
Dukuh Ngroto, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mondokan, 
Kabupaten Sragen menurut konsep qarḍ. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini diharapkan membuat masyarakat khususnya warga 
Dukuh Ngroto, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mondokan, 
Kabupaten Sragen dapat mengerti serta memahami tentang hukum 
Islam mengenai penambahan dalam peminjaman uang arisan. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan 
referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berkaitan 
dengan masalah arisan dalam hukum Islam. 
E. Kerangka Teori 
1. Arisan 
Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan 
sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan 
berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang 
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yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan 
menerima nominal yang sama.4 
Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat 
umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan 
juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial 
sesama anggota kelompok masyarakat.5 
Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan 
mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa 
orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang 
memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara 
berkala sampai semua anggota memperolehnya.6 
2. Al-Qarḍ 
Qarḍ adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) 
kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang 
serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu. Secara bahasa, 
qarḍ berarti potongan. Dan harta yang diambil dari debitur dinamakan 
dengan qarḍ karena kreditur memotongnya dari hartanya.7 Al-qarḍ 
adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 
                                                          
4
 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, cet. Ke-12, (Bogor: PT Berkat 
Mulia Insani, 2016), hlm. 536. 
5
 Ibid. 
6
 Wjs. Purwadarminta,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 
hlm. 59. 
7
 Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, Jilid 5, terj, Ahmad Dzulfikar, Muhamad Khoyrurrijal, 
(Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 94. 
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diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa 
mengharapkan imbalan.8  
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qarḍ adalah 
penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan 
pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan 
pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.9 
Qarḍ menurut Dewan Syariah Nasional adalah pinjaman yang 
diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana, dan nasabah wajib 
mengembalikan jumlah pokok yang diterimanya pada waktu yang 
telah disepakati bersama.10  
Utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan 
di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqriḍ 
(pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan 
keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.11 
Hukum qarḍ adalah masyru’ (disyariatkan) sebagaimana 
ditunjukkan oleh keumuman ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits 
Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan tolong-
menolong, memenuhi hajat atau kebutuhan seorang muslim, 
                                                          
8
 Binti Nur Asiyah, “Source Of Fund Pembiayaan Qarḍ: Upaya Mewujudkan..., hlm. 
194-195. 
9
 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 14. 
10
 Ichwan Sam, Hasanudin dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 
2014. hlm. 132-133. 
11
 Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2002),  hlm. 173. 
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menghilangkan derita yang menimpanya dan menutupi kefakirannya. 
Kaum muslimin juga sepakat tentang kebolehannya.12 
Dalam akad qarḍ ayat al-Qur’an yang digunakan sebagai dasar 
hukum Q.S al-Maidah: 2 
 ىٰوْق َّ تلاَو ِّرِبْل ا ىَلَعاْو ُنَو اَع َت َوىلص  ِناَو ْدُعْل اَو ِمْث ِْلا ا ىَلَعاْو ُن َو اَع َت َلا َو ىلص ... 
 َللا وُقَّ تاَو ىلق  ِب اَقِعْل اُدْي ِدَش َللا َّنِا   
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, 
Allah sangat berat siksa-Nya.13 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak 
tolong-menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain 
maupun melanggar syariat, serta Islam pun mengajarkan berbuat 
baiklah antar sesama berdasarkan dengan prinsip dan ketentuan 
syariah. Sehingga segala perbuatan baik tidak dilarang asalkan tetap 
berlandaskan ajaran Islam sebagaimana dengan praktik arisan pada 
umumnya. 
Dasar hukum lain akad qarḍ dari al-Qur’an adalah keumuman 
dalil al-Qur’an tentang anjuran untuk saling tolong-menolong dan 
berbuat baik antar sesama. Dijelaskan dalam al-Qur’an yaitu Q.S an-
Naml: 89 
                                                          
12
 Waluyo, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 142. 
13
 H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 333. 
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 ُوَل َف ِةَنَسَحْل ِاب َء اَج ْنَم  اَه ْ نِّم ٌر ْ يَخ
ج  َن ْو ُنِم ٰا ٍذ ِٕىَم ْوَّ ي ٍع َز َف ْنِّم ْمُى َو  
Artinya: Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh 
(balasan) yang lebih baik daripadanya, sedang mereka merasa aman 
dari kejutan (yang dasyat) pada hari itu.14 
 
Ayat al-Qur’an diatas menerangkan tentang penghargaan 
terhadap orang yang berbuat baik dengan sesama. Janji al-Qur’an yang 
akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari kebaikan yang 
dilakukan untuk orang lain tersebut merupakan sebuah anjuran agar 
orang-orang mau berbuat kebajikan. Memberikan pinjaman kepada 
sesama yang lagi membutuhkan merupakan bagian dari kebajikan. 
Oleh karena itu disinilah titik temu ayat tersebut sebagai landasan akad 
qarḍ (hutang piutang).15 
Selain ayat al-Qur’an diatas, Dalam Sunan al-Tirmidzi juga 
disebutkan: 
 َرْق َتْسا َض ا ىَّلَص ُللا ُلوُسَر ْيَلَع ُللَاطْعََأفاًّنِس َمَّلَسَو ِو ِوِّنِس ْنِم ا ًر ْ يَخ اًّنِس ُه  َو َل َاق  
 ُر اَيِخ ْمُكاَحَأ ًء اَضَق ْمُكُنِس  
Artinya: Rasulullah SAW meminjam (berhutang) kepada 
seseorang seekor onta yang sudah berumur tertentu. Kemudian beliau 
mengembalikan pinjaman tersebut dengan onta yang telah berumur 
yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata, sebaik-
                                                          
14
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Dana Karya, 2008), 
hlm. 700. 
15
 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 
Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 139-140. 
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baik kamu adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan 
sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjamkan).16 
 
Hadits tersebut menginformasikan bahwa Rasulullah SAW 
pernah melakukan transaksi al-qarḍ (pinjam-meminjam) onta. Beliau 
kemudian mengembalikannya dengan onta yang lebih baik dengan 
yang beliau pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa bagi seseorang yang 
mengembalikannya dengan barang yang lebih baik, baik dalam 
kualitas maupun kwantitasnya. Dan bagi yang memberi pinjaman 
dianggap sah menerima dari pengembalian yang lebih baik tersebut 
selama tidak dipersyaratkan di depan. Dalam konteks inilah hadits ini 
dapat dijadikan sebagai landasan bagi akad al-qarḍ.17 
3. Riba 
Riba menurut bahasa berasal dari kata Rabaa’ yarbuu, ribaan 
yang berarti az-ziyadah, tambahan, bertambah atau tumbuh.18 
Sedangkan menurut syariat, ia berarti menambahkan sesuatu yang 
khusus.19  
Fuqaha sepakat bahwasannya hukum riba adalah haram 
berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur’an yaitu Q.S 
al-Baqarah: 275 
                                                          
16
 Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz II, terj. Moh Zuhri, 
(Semarang: CV Asy-Syifa’, 1992), hlm. 671. 
17
 M. Yazid Efendi, Fiqh Muamalah (Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 
Syariah..., hlm. 141-142. 
18
 Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, (Jakarta: 
Kencana, 2010), hlm. 96. 
19
 Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, cet. Ke-IV, (Pustaka 
Azzam: Jakarta, 2014), hlm. 485.  
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                             
                                          
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena 
gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu 
sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba.20 
 
Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan 
riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. 
Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual beli 
dengan menegaskan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba.21 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada 
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.  
Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang implementasi konsep 
qarḍ pada peminjaman uang arisan di Dukuh Ngroto, Kelurahan 
Sumberejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen belum ada yang 
meneliti. 
                                                          
20
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 420. 
21
 Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual..., hlm. 152. 
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Dibawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan 
penelitian ini: 
Skripsi Muh. Mahfud, Universitas Islam Negeri Walisongo, 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran 
Berkembang (Study Kasus di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam 
Kabupaten Demak”. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 
arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang-
piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu mereka yang 
mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang 
(kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang 
belum mendapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang 
mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada 
anggota yang mendapatkan arisan lebih awal. Bahwa tambahan iuran 
dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena 
terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan 
tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian 
arisan.22 Perbedaan dengan penelitian ini, peserta arisan skripsi Muh. 
Mahfud dikhususkan untuk para petani, uang arisan yang di pinjamkan 
dikhususkan untuk anggota yang mendapatkan undian di awal, peserta 
harus menambah jumlah setoran disetiap pertemuan ke 2,3,4,dst dengan 
menambah kali lipat Rp 20.000,00. Sedangkan dari penelitian ini, peserta 
dari masyarakat umum, uang arisan dipinjamkan untuk seluruh anggota 
                                                          
22
 Muh Mahfud, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran 
Berkembang (Study Kasus di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)”, Skripsi, 
Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016, hlm. 59. 
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yang membutuhkan, dalam pengembalian ada yang dikenakan tambahan 
dan ada yang tidak dikenakan tambahan.  
Skripsi Widia Fahmi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 
Darussalam Banda Aceh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Qarḍ dalam 
Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa 
Sidodani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun). Hasil penelitian ini 
memberikan kesimpulan bahwa mekanisme arisan uang dengan sistem 
tawaran di Desa Sidodani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yaitu 
diberlakukannya sistem tawaran, sehingga para peserta yang 
membutuhkan dapat melakukan tawaran dengan nominal yang besar agar 
dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Selain itu, arisan ini 
diberlakukan dengan adanya kesepakatan pembagian uang tawaran yang 
diperuntukkan kepada para peserta yang belum memenangkan arisan, 
sedangkan para peserta yang telah memenangkan arisan tidak memperoleh 
pembagian uang tawaran tersebut. sehingga di antara para peserta 
mendapatkan total perolehan yang tidak sama, bahkan cenderung lebih 
banyak perolehan para peserta yang memenangkan arisan setelah peserta 
lainnya. Dilihat dari segi hukum Islam, ketidakseimbangan antara jumlah 
iuran arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-
masing peserta dan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang 
lain dapat merusak akad karena mengandung unsur riba, adanya ketidak 
adilan dan menzalimi peserta arisan. Oleh karena itu arisan uang dengan 
13 
 
sistem tawaran hukumnya adalah haram.23 Perbedaan dengan penelitian 
ini, peserta arisan skripsi Widia Fahmi menggunakan sistem tawaran, 
siapa yang melakukan penawaran tertinggi dia yang mendapatkan arisan, 
total pendapatan yang diperoleh di kurangi dengan jumlah tawaran yang 
diberikan untuk memenangkan arisan, semakin lama seseorang peserta 
memenangkan arisan maka semakin banyak pula keuntungan yang di 
dapatkan, dan semakin cepat peserta memenangkan arisan maka semakin 
sedikit keuntungan yang diperoleh. Sedangkan penelitian ini tidak 
menggunakan sistem tawaran, pemenang arisan mendapatkan hasil yang 
sama. 
Skripsi Eni Sujiyanti, Sekolah Tinggi Islam Negeri Surakarta, 
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang (Study 
Kasus Kelompok Arisan “Gotong Royong” Sepeda Motor Honda Supra X 
di RSUD Dr.Moewardi Surakarta). Hasil penelitian ini memberikan 
kesimpulan bahwa jual beli dengan sistem lelang pada kelompok arisan 
“Gotong Royong” di RSUD Dr.Moewardi Surakarta mengandung unsur 
arisan dan unsur lelang. Arisan (kerja sama/syirkah) antara orang satu 
dengan yang lain dalam rangka penghimpunan dana yang kemudian untuk 
dibelikan satu unit sepeda motor. Karena dana arisan masih belum 
mencukupi untuk membeli satu unit sepeda motor maka undiannya 
dilakukan dengan cara lelang. Pembelian sepeda motor atau pemilikan 
                                                          
23
 Widia Fahmi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Qarḍ dalam Praktik Arisan Uang 
dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidodani Kecamatan Bandar Kabupaten 
Simalungun)”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 
Darussalam Banda Aceh, 2017, hlm. 61. 
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sepeda motor bagi para peserta dilakukan setelah melalui proses lelang. 
Pandangan Islam terhadap jual beli sistem lelang meliputi, lelang adalah 
penjualan yang semakin meningkat, yang dilakukan dihadapan umum. 
Kenaikan dari jumlah lelangan tersebut terdapat unsur Ridho antara kedua 
belah pihak. Keuntungan dari pada lelangan tersebut yakni majunya 
angsuran arisan. Adapun kekurangan dari pada jumlah penjualan yang 
semakin meningkat tersebut adalah jumlah lelangan dari satu anggota 
dengan anggota yang lain tidak sama.24 Perbedaan dari penelitian ini, 
pemenang arisan dari skripsi Eni Sujiyanti mendapatkan sepeda motor, 
tidak adanya uang yang dipinjamkan. Sedangkan penelitian ini hasil dari 
pendapatan arisan adalah uang dan adanya uang yang dipinjamkan. 
Skripsi Eko Yuliyanto, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Surakarta, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan Qurban 
dengan Sistem Arisan” (Studi Kasus Arisan Qurban di Desa Harjosari 
Karanganyar). Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa jual 
beli dengan sistem lelang pada kelompok arisan “Qurban” di Desa 
Hargosari mengandung unsur arisan dan lelang. Arisan (kerja 
sama/syirkah) antara orang satu dengan yang lain dalam rangka 
penghimpunan dana yang kemudian untuk dibelikan hewan qurban karena 
dana arisan masih belum mencukupi untuk membeli hewan qurban 
tersebut, maka undiannya pun dilakukan dengan cara lelang. Pandangan 
hukum Islam terhadap jual beli sistem arisan pada kelompok arisan 
                                                          
24
 Eni Sujiyanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang (Study 
Kasus Kelompok Arisan “Gotong Royong” Sepeda Motor Honda Supra X di RSUD Dr.Moewardi 
Surakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah STAIN Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 70. 
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“hewan qurban” di Desa Hargosari telah sesuai dengan hukum Islam 
karena jual beli dengan sistem arisan tersebut dapat dikiyaskan hukumnya 
dengan hukum syirkah (ta’awuniyah), yang keduanya memiliki kesamaan 
dalam hal kerjasama dan memiliki banyak keuntungan-keuntungan, seperti 
kesempatan melakukan sosialisasi, kepastian mendapatkan uang atau 
barang yang jelas nilainya dalam waktu tertentu, mempererat hubungan 
silaturahmi antara sesama peserta, jika mendapat undian diawal arisan 
berarti mendapat pinjaman tanpa bunga.25 Perbedaan dengan penelitian ini, 
skripsi Eko Yuliyanto arisan diikuti oleh masyarakat dengan cara 
melakukan jual beli hewan qurban dengan sistem arisan dan lelang, tidak 
adanya uang yang dipinjamkan. Sedangkan penelitian ini hasil dari 
pendapatan arisan adalah uang dan adanya uang yang dipinjamkan. 
Dalam Jurnal Hukum Islam (Ahkam) oleh Binti Nur Asiyah, 2013 
yang berjudul “Source Of Found Pembiayaan Qarḍ: Upaya Mewujudkan 
Keseimbangan antara Kesejahteraan dan Keadilan Sosial di Perbankan 
Syariah”. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa secara 
analisis statistik maka dari variabel tabungan wadi’ah, giro dan modal 
sendiri menjelaskan bahwa tabungan wadi’ah dan modal sendiri 
berhubungan secara positif artinya ketika kedua variabel meningkat maka 
meningkat pula jumlah pembiayaan qarḍ itu bisa diterapkan di bank 
syariah. Tanpa harus menunggu dana zakat infaq dan wakaf yang di kelola 
oleh bank syariah maupun dana non halal lainnya yang berhasil di sisihkan 
                                                          
25
 Eko Yuliyanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan Qurban dengan 
Sistem Arisan” (Studi Kasus Arisan Qurban di Desa Harjosari Karanganyar)”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Syariah STAIN Surakarta, Surakarta, 2007, hlm. 80.  
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oleh bank syariah. Dengan senantiasa memperhitungkan kedua variabel 
tersebut, dan kerelaan bank untuk menahan diri tidak semata-mata 
berorientasi kepada profit (keuntungan) yang di dapat pada saat bank 
menempatkan dananya pada pembiayaan qarḍ.26 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 
Penelitian lapangan (field research) bertujuan untuk mempelajari 
secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 
lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, 
kelompok, lembaga atau masyarakat.27  
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku 
yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.  Dengan 
mengambil lokasi di Dukuh Ngroto  Kelurahan Sumberejo Kecamatan 
Mondokan Kabupaten Sragen. Adapun yang menjadi pertimbangan 
atau alasan daerah ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena di 
Dukuh Ngroto Kelurahan Sumberejo Kecamatan Mondokan 
Kabupaten Sragen terdapat suatu arisan dimana pada sistem arisannya 
anggota yang membutuhkan dapat meminjam uang arisan dan adanya 
                                                          
26
 Asiyah, Binti Nur, “Source Of Fund Pembiayaan Qarḍ: Upaya Mewujudkan 
Keseimbangan..., hlm. 205. 
27
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2004), hlm. 46. 
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batas maksimal dalam pengembalian serta dibebankan suatu tambahan 
bagi anggota yang meminjam. Selain itu juga karena lancarnya akses 
transportasi menuju Dukuh tersebut, karena letak geografis tempat 
penelitian ini dipinggir jalan raya, sehingga dapat memudahkan 
penulis untuk melakukan aktifitas penelitian.  
Untuk menentukan subyek dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan teori snowball. Yaitu dalam pencarian data 
menggunakan bantuan key-informant. Dari petunjuk key-informant 
inilah yang akhirnya berkembang dalam pencarian responden, 
sehingga jumlah responden yang dikehendaki dapat terpenuhi.28 Dalam 
hal ini, yang menjadi key-informant adalah Pengurus arisan dan 
anggota arisan di Dukuh Ngroto. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari: 
a. Data Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data.29 Data ini langsung diperoleh atau 
dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara 
dengan pengurus arisan dan anggota arisan, yaitu: 
1) Wahyuni : Anggota arisan RT 13 A (Ibu RT dan pemegang 
buku arisan) 
                                                          
28
 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Melton 
Putra,1991), hlm. 31. 
29
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2014), hlm. 137. 
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2) Titik  : Ketua arisan RT 13 B (Ibu RT dan pemegang buku 
arisan) 
3) Nunik : Anggota arisan RT 14 (Ibu RT) 
4) Ririn : Bendahara RT 14 
5) Sriyatun : Anggota arisan 14 
6) Suyono : Bendahara RT 16 
7) Wati : Anggota arisan 16 
b. Data Sekunder, data yang berfungsi sebagai pendukung dari 
masalah dalam penelitian ini. Data ini umumnya identik dengan 
data untuk membangun landasan teori. Sumber data dalam 
penelitian ini meliputi data tertulis, berupa buku, majalah, arsip, 
dokumen pribadi dan dokumen resmi.30 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik 
pengumpulan data antara lain: 
a. Wawancara  
Wawancara yaitu, percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu di lakukan oleh pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan.31 Penulis mengumpulkan 
data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. 
Yakni pengurus arisan dan anggota arisan. Guna melengkapi data 
                                                          
30
 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 91. 
31
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 
2013), hlm. 186. 
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yang diperlukan tentang konsep qarḍ pada peminjaman uang kas 
arisan.  
b. Dokumentasi 
Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 
berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
notulen rapat, dan sebagainya.32 Disini penulis mendapatkan data 
dari buku agenda arisan di masing-masing RT. 
4. Analisis Data 
Setelah data terkumpul, penyusunan menganalisisnya dengan cara 
berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dengan kaidah yang 
bersifat khusus kemudian disusun rumusan masalah yang bersifat 
umum. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, 
dalam pembahasannya penulis membagi menjadi beberapa bab yang 
masing-masing bab terdiri dari: 
Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan 
latar belakang masalah, rumusan   masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
Dalam bab kedua ini penulis akan menguraikan teori-teori tentang 
pengertian qarḍ, landasan hukum qarḍ, hukum al-qarḍ dari sifat sisi yang 
melekat padanya, rukun-rukun al-qarḍ, syarat-syarat al-qarḍ,  ketentuan 
                                                          
32
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekata n Praktek, ( Yogyakarta: 
Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.  
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utang piutang (al-qarḍ), obyek qarḍ, persyaratan tambahan nilai dalam 
akad qarḍ, prinsip qarḍ, manfaat atau tambahan yang tidak dipersyaratkan, 
implementasi akad qarḍ dalam perbankan syariah, fatwa MUI tentang al-
qarḍ, definisi riba, jenis-jenis riba, peringatan bagi pelaku riba. 
Dalam bab ketiga penulis menerangkan mengenai letak geografis 
dan demografis, kependudukan, kondisi ekonomi, sejarah berdirinya 
arisan, awal mula adanya peminjaman uang kas arisan, praktek 
peminjaman uang kas arisan. 
Bab keempat penulis menguraikan mengenai analisa rukun dan 
syarat, sumber dana qarḍ, tambahan dalam pengembalian, biaya 
administrasi.  
Dalam bab kelima penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang 
dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. 
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BAB II 
KONSEP QARḌ DAN RIBA DALAM ISLAM 
 
A. Qarḍ 
1. Pengertian Qarḍ 
Qarḍ adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan 
peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak 
yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak 
diperkenankan dipersyaratkan di dalam perjanjian.1 
Qarḍ adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) 
kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang 
serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu. Secara bahasa, 
qarḍ berarti potongan. Dan harta yang diambil dari debitur dinamakan 
dengan qarḍ karena kreditur memotongnya dari hartanya.2 Al-qarḍ 
adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 
diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa 
mengharapkan imbalan.3  
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qarḍ adalah 
penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan 
                                                          
1
 Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 
4. 
2
 Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah..., hlm. 94. 
3
 Binti Nur Asiyah, “Source Of Fund Pembiayaan Qarḍ: Upaya Mewujudkan..., hlm. 
194-195. 
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pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan 
pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.4 
Undang-Undang tentang perbankan syariah menegaskan salah 
satu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah transaksi 
pinjam meminjam dalam bentuk piutang qarḍ. Pinjam meminjam 
adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk 
diambil manfaatnnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan 
mengembalikan barang yang dipinjamkan dalam keadaan utuh.5  
Qarḍ menurut Dewan Syariah Nasional adalah pinjaman yang 
diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana, dan nasabah wajib 
mengembalikan jumlah pokok yang diterimanya pada waktu yang 
telah disepakati bersama.6  
Menurut M. Yazid Afandi qarḍ adalah memberikan 
(menghutagkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, 
untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih 
atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. 
Akad qarḍ adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan 
beban orang lain.7 Akad qarḍ adalah murni akad tolong menolong, dan 
tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.8 
                                                          
4
 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 14. 
5
 Ibid.  
6
 Ichwan Sam, Hasanudin dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah..., hlm. 132-133. 
7
 Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam cet. V, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van 
Hove, 2001), hlm. 1711. 
8
 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah..., hlm. 137. 
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Utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan 
di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqriḍ 
(pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan 
keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.9 
Utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan 
di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqriḍ 
(pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan 
keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.10 
Menurut Farid Budiman, al-qarḍ adalah perikatan atau 
perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama 
menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan 
kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima 
harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan 
kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan 
dana tanpa mengharapkan imbalan.11 Orang atau pihak yang 
menyerahkan harta dinamakan muqriḍ, sedangkan yang menerima 
pinjaman dinamakan muqtariḍ.12 
Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa sesungguhnya utang 
piutang merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebaikan 
(tabarru’) untuk saling tolong menolong (ta’ᾱwun) kepada sesama. 
                                                          
9
 Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual..., hlm. 173. 
10
 Ibid.  
11
 Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qarḍ sebagai Akad Tabarru‟, 
Jurnal Yuridika, vol. 28 Nomor 3, 2013, hlm. 411. 
12
 Falikhatun dkk, “Produk Pembiayaan Sosial pada Perbankan di Indonesia”, Jurnal 
Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol. 5 Nomor 1, 2017, hlm. 64. 
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Memberikan utang (qarḍ) hukumnya sunnah, bahkan Islam 
menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan pinjaman kebaikan 
kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Pinjaman tersebut 
biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat, 
hingga pihak yang bersangkutan mampu mengembalikannya. Utang 
piutang dapat terjadi karena akibat adanya transaksi yang dilakukan 
secara tidak tunai (dᾱin), maupun karena disebabkan akad utang itu 
sendiri (al-qarḍ).13 
Qarḍ yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan 
sebelumnya. Misalnya seseorang meminjam mobil kepada temannya 
asalkan peminjam mau mentraktirnya. Larangan ini sesuai dengan 
hadits Rasulullah SAW: 
 ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ٍّيِلَع ْنَعَو-  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص- :« ًةَعَف ْ نَم َّرَج ٍضْر َق ُّلُك
ًاِبر َوُه َف»   ٌطِقاَس ُهُداَنْسِإَو َةَماَسُأ يِبَأ ُنْب ُثِراَحْلا ُهاَوَر-  ْنَع ٌفيِعَض ٌدِىاَش ُوَلَو َةَلاَضَف 
 ّْيِراَخُبْلا َدْنِع ٍمَلََس ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنَع ٌفوُقْوَم ُرَخآَو ّيِقَه ْ ي َبْلا َدْنِع ٍدْي َبُع ِنْب 
Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap hutang yang mengambil manfaat 
adalah riba." (HR. Al-Harits bin Abu Usamah dan sanadnya gugur.14 
                                                          
13
 Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 
124-125. 
14
 HR. Al-Harits bin Abu Usamah, dalam aplikasi Kampung Sunnah; Subulus Salam 
Syarah Bulughul Maram. 
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Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa 
dipersyaratkan di awal, maka ia dianggap sebagai hadiah. Dan bagi 
pemilik barang punya hak untuk menerimanya. Qarḍ juga tidak boleh 
menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang 
meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu 
berbelanja di tempatnya. Maka qarḍ seperti ini diharamkan. 
Persyaratan memberikan sejumlah kelebihan yang muncul akibat 
transaksi qarḍ dipandang sebagai tindakan yang tidak menjunjung 
tinggi aspek kemanusiaan. Inilah yang menjadi titik kritik dilarangnya 
mengambil keuntungan di balik akad hutang menghutang.15  
2. Landasan Hukum Qarḍ 
Landasan hukum yang terkait dengan qarḍ: 
1. Al-Qur‟an 
a. QS. Al-Baqarah [2]: 282 
 ْي ِذَّلااَهُّ ي َاٰۤ ي َن  ْمُتْن َياَدَتاَذِاا ْٰۤو ُنَم ا  ٍنْيَدِب  ٰۤ ىىلِا  َا ٍلَج ى ِّمَسُّم ... ُهْو ُبُتْك َاف  
“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 
melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya...”16  
b. QS. Al-Maidah [5]: 1 
...ِدْوُقُعْلِاباْو ُفْوَاا ْٰۤو ُنَم  ا َنْيِذَّلااَهُّ ي َاٰۤ ي 
                                                          
15
 M. Yazid Afandi, Fikih Muamalah..., hlm. 137-138. 
16
 Imam Al Qurthubi, Al Jami’ li Ahkam Al-Qur’an, terj. Fathurrahman, Ahmad,  Hitib, 
Dudi Rasyadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 835. 
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“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu...”17  
 
c. QS. Al-Baqarah [2]: 280 
  ْنِاَواَك َن ٌةَرِظَن َفٍةَرْسُعْوُذ ىَلِا َرَسْيَم...ٍة                             
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka 
berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh 
kelapangan...”18 
 
2. Hadits 
 
 َلَاق ّْيِبَّنلا ِنَعَةَر ْيَرُى ْيَِبا ْنَع :  َءاَدَاُدِْيُري ِساَّنلا َلاَوَْماَذَخَا ْنَم(،َوْنَع ُللهاا ىَّدَااَى 
 ْنَمَو  ُوَفَل َْتااَه َفَلَْتِاُدِْيُرياَىَذَخَا  ُللها اَوَر)ىَلاَع َت . ُّيِراَخُبْلا ُه19                                                                                                           
 “Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW. . Ia bersabda: ,, 
Barangsiapa menerima harta orang dengan maksud 
menunaikannya, niscaya Allah tunaikan buat dia; dan barang 
siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah 
rusakkan dia.”20 
 ًَنلَُف َّنِا،ِللها َلْوُسَرَاي:ُتْل ُق:ْتَلَاقَةَشِئاَع ْنَع َتْثَع َبْوَل َف،ِماَّشلا َنِمّّز َب ُوَل َمِدَقا
 ُمِكاَحلْا ُوَجَرْخَا.َعَن َتْمَاف.ِوَْيلِا َثَع َب َف؟ٍةَرَسْيَم ىَلِاًةَئْيِسَن ِنْي َبْو َث وْنِم َتْذَخََاف،ِوَْيلِا
.ٌتاَِقث ُُولاَِجرَو، ُّيِقَهيَبْلاَو21                                             
                                                          
17
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 349. 
18
 Imam Al Qurthubi, Al Jami’ li Ahkam Al-Qur’an..., hlm. 820. 
19
 Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulu al-Salam, “Kitab al-
Buyu‟,” bab as-Salam wa al-Qarḍ wa ar-Rahn”, (Libanon: Dar al-Fikr, 1991), III: 93. Hadits dari 
Bukhari.   
20
 Ibnu Hajar „Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram, terj. A. Hasan, jilid II, (Bandung: 
CV Diponegoro, 1993), hlm. 431. 
21
 Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulu al-Salam, “Kitab al-
Buyu‟,” bab as-Salam wa al-Qarḍ wa ar-Rahn”..., III: 93.  
27 
 
 
 
“Dari ‘A’isyah, Ia berkata: Saya telah berkata: Ya 
Rasulullah, seorang Yahudi Madinah kedatangan kain-kain dari 
Syam. Alangkah baiknya jika paduka tuan kirim (orang) 
kepadanya buat mengambil daripadanya dua kain sebagai hutang 
buat di bayar di masa kelapangan? Ia kirim (orang) kepadanya, 
tetapi ia Yahudi itu tidak mau.”22 
Akad utang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong 
mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan 
sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu 
sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu 
metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, debitor 
(muqtariḍ) tidak boleh mengembalikan kepada kreditor (muqriḍ) 
kecuali apa yang telah diutangnya atau yang serupa dengannya, 
sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan:  
 ُّلُك ٍضْر َق  َوُه َف ًةَعَف ْ نَمَّرَج َِبرا 
“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang 
berpiutang, muqriḍ) adalah riba.”23  
 
Keharaman ini hanya berlaku apabila manfaat dari piutang 
disyaratkan atau di kenal dalam tradisi. Apabila manfaat ini tidak 
di syaratkan dan tidak di kenal dalam tradisi maka debitor 
(muqtariḍ) boleh membayar utang dengan dengan sesuatu yang 
lebih baik kualitasnya dari pada yang diutangnya, atau menambah 
kuantitasnya.24 
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Abu Rafi‟ berkata, “Rasulullah SAW pernah berutang seekor 
unta muda kepada seorang laki-laki. Lalu datanglah unta-unta 
zakat kepada beliau. Beliau pun memerintahkan aku agar 
membayarkan seekor unta muda kepada laki-laki itu. Tetapi aku 
berkata, „Aku tidak menemukan selain unta yang bagus dan telah 
genap berusia enam tahun di antara unta-unta ini.’” Nabi SAW 
pun bersabda: 
 
 َأ ِوِطْع  َراَيِخ َّن َِٕاف،ُه َّايِإ ُكاَضَق ْمُكُنَسْحَأ ْم.ًء  
“Berikanlah unta itu kepadanya. Sesungguhnya yang paling 
baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar.”25 
 
Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah pernah berutang 
kepadaku, lalu beliau membayarnya dan memberikan tambahan 
kepadaku.”26 
 
Hukum Al-Qarḍ dari Sisi Sifat yang Melekat padanya: 
a. Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia 
mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk 
perbuatan haram, seperti untuk minum khamr, judi, dan perbuatan 
haram lainnya. 
b. Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa 
peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, 
tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu 
juga jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup 
mengembalikan pinjaman itu. 
c. Wajib, apabila ia mengetahui bahwa pinjaman membutuhkan harta 
untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan 
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ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki 
cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.27 
3. Rukun dan Syarat Al-Qarḍ 
a. Rukun 
Rukun al-qarḍ ada tiga macam:  
1. Ṣῑgat (ucapan), yaitu ijab (ucapan permintaan) dan kabul 
(ucapan penerimaan).  
2. ‘Aqid (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang memberi 
pinjaman (muqriḍ) dan orang yang meminjam (muqtariḍ).  
3. Al-Ma’qud ‘Alaih, yakni harta yang dipinjamkan.28 
b. Syarat  
Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad qarḍ, dirinci 
berdasarkan rukun akad qarḍ di atas: 
1) Ijab qabul (ṣῑgat) 
Yang dimaksud dengan ṣῑgat  adalah ijab dan kabul. 
Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah 
dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan 
maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang”, atau “Aku 
mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz 
yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku 
menerima,” atau “Aku ridha”.29 Ijab qabul adalah pernyataan 
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dan ekspresi saling ridho atau rela diantara para pihak pelaku 
akad yang menggunakan cara-cara komunikasi modern.30 
2) Muqriḍ dan Muqtariḍ („Aqidᾱin) 
Yang dimaksud dengan ‘aqidᾱin (dua pihak yang 
melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang 
(muqriḍ dan muqtariḍ). Syaratnya adalah merdeka, balig, 
berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan 
buruk).31 
Adapun syarat „aqidᾱin (muqriḍ dan muqtariḍ) adalah:  
a) Al-Rasyd, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi ini 
sudah balig, agamanya baik, dan mampu mengelola harta. 
Transaksi pinjam meminjam adalah sebuah transaksi tukar 
menukar harta, sedangkan al-rasyid dari para pelakunya 
adalah syarat sahnya semua transaksi tukar-menukar (harta). 
Oleh karena itu, memberi atau meminjam pinjaman tidak 
sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, juga oleh 
orang yang tidak mampu membelanjakan harta karena 
kebodohannya karena mereka termasuk orang-orang yang 
tidak diperbolehkan mengelola harta.32  
b) Ahliyah al-tabarru’ (layak bersosial), adalah orang yang 
mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan 
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bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang 
belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, 
orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad 
qarḍ. 
c) Tanpa ada paksaan, bahwa muqriḍ dalam memberikan 
hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, 
demikian juga muqtariḍ. Keduanya melakukan secara 
sukarela.33 
d) Orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang 
memiliki kekuasan penuh atas harta yang dipinjamkannya 
karena di dalam pinjam-meminjam, ada unsur sedekah. 
Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman haruslah 
orang yang mimiliki harta itu. Tidak sah seseorang yang 
hanya menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang 
yang ada di bawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan 
atau keadaan mendesak (darurat). 
3) Al-Ma’qud ‘Alaih (harta yang dipinjamkan) 
a) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta 
yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak 
berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, 
barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan 
dihitung. 
                                                          
33
 M. Yazid Afandi,  “Fiqh Muamalah (Dan Implementasinya dalam..., hlm. 143. 
32 
 
 
 
b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah 
mengutangkan manfaat. 
c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya 
dan diketahui sifatnya.34 
4. Ketentuan Utang Piutang (Al-Qarḍ) 
Dalam ekonomi konvensional, utang pitang (al-qarḍ) sering 
dijadikan instrumen untuk melakukan eksploitasi agar mendapatkan 
keuntungan. Teori ini tidak berlaku dalam ekonomi Islam, dimana 
akad qarḍ disyariatkan untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada 
orang yang membutuhkan. Karena itu disamping rukun dan syarat, ada 
beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan untuk menjalankan 
akad qarḍ: 
a. Utang hendaknya dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan 
yang sangat mendesak (darurat). Sebab itu orang yang berutang 
harus disertai niat dalam hati untuk melunasi. 
b. Perlu dilakukan pencatatan utang. Utang merupakan sesuatu yang 
berada dalam tanggungan seseorang. Karena tanggungan tersebut 
muncul dari adanya akad yang dilakukan secara tidak tunai 
(dᾱin), maka keberadaannya perlu dicatat.  
c. Apabila yang berutang (muqtariḍ) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai mereka berkelapangan. Dilarang hukumnya 
menuntut pengembalian utang kepada orang yang belum memiliki 
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kemampuan, terutama kalangan fakir miskin. Bahkan apabila 
kamu meyedekahkan sebagian atau seluruh utangmu tersebut, 
maka itu akan lebih baik bagimu. 
d. Dibolehkan berutang atau mengutangi dua kali dengan orang 
yang sama.  
e. Apabila pihak yang berutang telah mampu, maka wajib segera 
melunasi utangnya.  
f. Melebihkan dalam pembayaran utang hukumnya dibolehkan 
selama tidak dipersyaratkan.35 
g. Seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman kepada 
saudaranya dengan syarat saudaranya mau memberikan pinjaman 
kepadanya ketika mengembalikan pinjaman, karena orang yang 
memberikan pinjaman tersebut sama saja mensyaratkan manfaat, 
sedangkan setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba, 
seperti mensyaratkan boleh menempati rumah kontrakan miliknya 
secara gratis, atau membayarnya dengan murah, atau boleh 
meminjamkan kendaraannya atau lainnya. Jamaah dari kalangan 
sahabat Nabi shallallahu „alaihi wa sallam memfatwakan tidak 
bolehnya hal itu, dan para fuqaha juga sepakat melarangnya. 
h. Yang memberikan pinjaman harus seorang yang Ja’iz at taṣarruf, 
yakni baligh, berakal dan cerdas yang sah jika memberikan 
sesuatu secara sukarela. 
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i. Orang yang memberikan pinjaman tidak boleh mensyaratkan 
diganti lebih dari harta yang dipinjamkannya, karena hal ini 
merupakan riba.36 
j. Jika orang yang meminjam mengembalikan lebih baik dari yang 
diberikan oleh pemberi pinjaman atau memberikan tambahan 
kepada pemberi pinjaman tanpa ada syarat atau niat sebelumnya 
dari pemberi pinjaman, maka hal itu sah, karena ia merupakan 
sikap tabarru’ (derma) dari peminjam dan membayar secara baik. 
k. Pemberi pinjaman memiliki barang yang akan dipinjamkan, dan 
tidak boleh baginya memberikan pinjaman yang bukan miliknya. 
l. Akad qarḍ tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan 
qabul.37 
5. Obyek Qarḍ 
a. Miṡliyyat, yaitu harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya 
dari sisi nilai, seperti: uang, kurma, gandum, dan besi. 
b. Qimiyyah, yaitu harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari 
sisi nilai, seperti: hewan ternak, properti. 
c. Manᾱfi’ (jasa), seperti: menempati sebuah rumah. Menurut Ibnu 
Taimiyah, kita boleh meminjamkan jasa, seperti: seseorang 
membantu temannya mengambil hasil panen dan bergiliran dia 
yang panen, temannya juga ikut membantu, atau ia 
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mempersilahkan temannya tinggal di rumahnya dengan imbalan dia 
boleh tinggal di rumah temannya.38 
6. Persyaratan Tambahan Nilai dalam Akad Qarḍ 
Para ulama sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan 
di luar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram dan termasuk riba, 
baik tambahan nilai seperti, memberi pinjaman Rp 100.000,00 dengan 
syarat pengembalian Rp 110.000,00 atau tambahan kualitas seperti 
memberikan pinjaman mata uang rupiah dengan syarat pengembalian 
dalam bentuk mata uang dolar maupun tambahan jasa seperti 
memberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat 
meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama 1 minggu. 
Karena tujuan utama transaksi qarḍ adalah belas kasihan dan 
mengharap ganjaran dari Allah SWT, maka bila pihak kreditur 
memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman, hilanglah 
tujuan asal transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah 
serta akad qarḍ berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.39 
Hadiah yang diberikan debitur kepada kreditur sebelum utang 
dilunasi dan kreditur tidak berniat memotong utang debitur seharga 
hadiah atau memberikan imbalan yang lain tidak dibolehkan kecuali 
sebelum transaksi qarḍ berjalan mereka telah saling bertukar hadiah. 
Jika sebelumnya mereka telah sering bertukar hadiah, maka hadiah 
pada masa kredit dibolehkan. Hal ini disebabkan agar pemberian 
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hadiah tidak menjadi sarana penambahan nilai pinjaman, atau sarana 
yang digunakan debitur agar kreditur mengulur tempo pembayaran.40 
Debitur wajib mengembalikan utang yang jenis, jumlah, dan 
kualitasnya sama dengan pinjaman. Jika seorang memberikan 
pinjaman berupa uang tunai rupiah kemudian nilai tukarnya berubah 
(turun/naik) maka kewajiban debitur hanyalah mengembalikan mata 
uang yang sama sekalipun nilai tukarnya turun. Begitu pun sebaliknya, 
karena pinjaman dengan pembayaran jenis lainnya di khawatirkan 
menjadi pintu masuk riba pertukaran. Karena illat (alasan efektif) mata 
uang sama dengan emas, maka apabila meminjam harus dikembalikan 
jenis, jumlah, dan kualitas yang sama.41 
7. Prinsip Utang 
Utang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan 
begitu pula dalam ajaran Islam. Umat disunahkan mencatat utang dan 
memanggil saksi untuk menjaga hak dan kewajiban kedua pihak, 
dan menutup kemungkinan terjadinya sengketa tentang ukurang, 
jenis, dan tempo pembayaran.42 Hal ini merupakan sunatullah  yang  
sudah  digariskan  oleh  Allah.  Bahkan  pada awal ayat surat Al-
Baqarah/2: 282: 
 ِذَّلااَهُّ َياٰۤ ي َنْي  ا مُتْن َياَدَتاَذِاا ْٰۤو ُنَم َدِب ٰۤ ىىلِا ٍنْي َا ى ِّمَسُّم ٍلَج ُهْو ُبُتْكَاف...  
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“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan 
utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya...”43  
Disebutkan bahwa jika seorang yang beriman ingin berutang 
kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia 
mencatatnya. Hal ini menunjukan bahwa utang adalah hal yang 
diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. 
Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:   
a. Harus   disadari   bahwa   utang   itu   merupakan   alternatif 
terakhir  ketika  segala  usaha  untuk   mendapatkan  dana 
secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur 
keterpaksaan didalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini 
merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan 
semangat membangun kemandirian dan berusaha 
mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun 
karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa 
memilih jalan utang. 
b. Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. 
Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan galabatid dayn 
atau terbelit utang. Galabatid dayn ini akan menimbulkan efek 
yang besar, yaitu garir rijal atau mudah dikendalikan pihak lain. 
Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu memanjatkan doa agar 
beliau senantiasa dilindungi dari penyakit galabatid dayn yang 
menyebabkan harga diri atau „izzah menjadi hilang.44 
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c. Jika   utang   telah   dilakukan,   harus   ada   niat   untuk 
membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan  
utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu 
merupakan   sebuah   kezaliman.45 
8. Manfaat atau Tambahan yang tidak dipersyaratkan 
Apabila peminjam mengembalikan barang kepada pemberi 
pinjaman dengan memberikan tambahan atau ia memberikan hadiah 
untuk pemberi pinjaman (setelah mendapat pinjaman) tanpa di 
persyaratkan dalam akad, tetapi di luar kebiasaan, bagaimana 
hukumnya? 
Jika tambahan atau hadiah itu diberikan sebelum utang 
dilunasi, sebaiknya hal itu tidak dilakukan, kecuali keduanya sudah 
terbiasa saling memberi hadiah sejak sebelum mereka melakukan akad 
pinjam-meminjam. Selain karena sudah biasa, kemakruhannya akan 
hilang apabila pemberi pinjaman juga memberikan hadiah lagi (kepada 
peminjam).46 
Jika manfaat, berupa tambahan, hadiah, atau yang lainnya, 
diberikan setelah peminjam melunasi hutangnya, maka tidak apa-apa 
dan tidak makruh bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya. Sebab 
hukum transaksi pinjam-meminjam sudah selesai dengan lunasnya 
utang peminjam. Bahkan dianjurkan bagi peminjam untuk 
melakukannya mengikuti jejak Rasulullah SAW, dan melaksanakan 
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perintahnya untuk memberikan pembayaran yang baik. Ini termasuk 
pembayaran yang baik. Ketentuan ini berlaku jika tidak ada kebiasaan 
bahwa peminjam memberikan tambahan dari pembayaran utangnya 
atau memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman, juga jika 
peminjam tidak biasa melakukan hal ini dan tidak dikenal suak 
melakukannya. Jika hal tersebut sudah merupakan kebiasaan di 
lingkungannya atau jika peminjam dikenal suka melakukannya, 
makruh bagi pemberi pinjaman menerimanya, karena sesuatu yang 
sudah menjadi kebiasaan seperti syarat yang ditentukan.47 
Syarat-syarat berlebihan jika tidak merusak akad. Setiap syarat 
yang tidak sesuai dengan akad, namun di dalamnya tidak ada 
kemaslahatan bagi kedua pihak yang bertransaksi atau di dalamnya 
hanya terdapat kemaslahatan bagi peminjam. Umpamanya, disyaratkan 
agar peminjam mengembalikan barang cacat untuk menggantikan 
barang baik (yang ia pinjam) atau barang jelek sebagai pengganti 
barang bagus (yang ia pinjam). Contoh lain, jika disyaratkan 
kepadanya agar peminjam membayar dengan barang lain (yang 
berbeda jenis). Syarat-syarat semacam ini adalah syarat yang tidak sah 
yang tidak mesti dipenuhi. Namun, menurut pendapat yang paling 
kuat, syarat-syarat semacam ini tidak merusak transaksi, sebab di 
dalamnya justru menguatkan ini pinjam-meminjam itu sendiri, yakni 
untuk menolong. Padanya tidak terdapat pengambilan keuntungan oleh 
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pemberi pinjaman, melainkan justru keuntungan diambil oleh 
peminjam. Seolah-olah pemberi pinjaman menambah pertolongan dan 
bantuannya kepada peminjam.48 
9. Implementasi Akad Qarḍ dalam Perbankan Syariah 
Qarḍ sebagai bentuk akad pinjam-meminjam nirbunga 
diterapkan oleh perbankan syariah sebagai salah satu produk di bidang 
penyaluran dana. Dalam produk yang mendasarkan pada akad ini, 
pihak bank dilarang menarik imbalan kepada nasabah, kecuali untuk 
biaya administrasi yang besarnya haruslah rasional. Namun demikian 
nasabah dapat mengembalikan pengembalian lebih sepanjang tidak 
diperjanjikan diawal. Bank Indonesia sebagai regulator di bidang 
perbankan telah mengeluarkan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang 
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan 
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana 
telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.49 
Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan bahwa Prinsip Syariah 
sebagaimana dimaksud dilakukan antara lain dalam kegiatan 
penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara 
lain akad muḍᾱrabah, musyᾱrakah, murạbaḥah, salam, iṣtishnᾱ’, 
ijarᾱh, ijarᾱh muntahiyah bitamlik, dan qarḍ. Ketentuan teknis 
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 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah..., hlm. 67-69. 
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 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep Regulasi dan 
Implementasi), cet. I, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 187. 
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implementasi akad qarḍ dalam perbankan syariah diatur dalam SEBI 
No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008. 
Dalam kegiatan penyaluran dana bentuk pembiayaan atas dasar 
akad qarḍ berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 
a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan 
pinjaman (qarḍ) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. 
b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik 
produk pembiayaan atas dasar qarḍ, serta hak dan kewajiban 
nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 
mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan 
data pribadi nasabah. 
c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas 
dasar qarḍ kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek 
personal berupa analisa atas karakter (character). 
d. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta 
pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang 
sesuai akad. 
e. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran 
pembiayaan atas dasar qarḍ, kecuali biaya administrasi dalam 
batas kewajaran. 
f. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk 
perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar qarḍ. 
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g. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar qarḍ, harus 
dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. 
h. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak 
mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu 
yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai 
syariah dalam rangka pembinaan nasabah.50 
10. Fatwa MUI tentang al-Qarḍ 
Dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-
Qarḍ. Menimbang, mengingat, memperhatikan: memutuskan, 
menetapkan: Fakta tentang al-Qarḍ. 
Menetapkan: 
FATWA TENTANG AL-QARḌ 
Pertama, ketentuan umum al-qarḍ: 
1. Al-Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah  
(muqtariḍ) yang memerlukan. 
2. Nasabah al-Qarḍ wajib mengembalikan jumlah pokok yang di 
terima pada waktu yang telah di sepakati bersama. 
3. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah. 
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang 
perlu. 
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5. Nasabah al-Qarḍ dapat memberikan tambahan (sumbangan) 
dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam 
akad. 
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat uang telah disepakati dan LKS telah 
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 
a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 
b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh 
kewajibannya. 
Kedua, sanksi: 
1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan 
sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena 
ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada 
nasabah. 
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud 
butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang 
jaminan. 
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 
memenuhi kewajibannya secara penuh. 
Ketiga, dana al-qarḍ dapat bersumber dari sumber dana:  
a. Bagian modal LKS; 
b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan 
44 
 
 
 
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 
infaqnya kepada LKS. 
Keempat: 
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan 
jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya.51 
B. Riba 
1. Pengertian Riba 
Secara bahasa riba berarti tambahan, sedangkan menurut 
syariat, ia berarti menambahkan sesuatu yang khusus.52 Riba adalah 
tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman 
pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah 
disyaratkan. Maka riba mengandung tiga unsur: 
a. Kelebihan dari pokok pinjaman 
b. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran 
c. Jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi 
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 Ichwan Sam, Hasanudin dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah..., hlm. 132-133. 
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 Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah..,  hlm. 485. 
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Maka setiap transaksi yang mengandung tiga unsur ini 
dinamakan riba.53 Yang termasuk riba qarḍ adalah jika diperjanjikan 
dalam akad atau dipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa 
pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman.54 Adapun 
dasar dalam al-Qur‟an terdapat dalam beberapa ayat di antaranya 
adalah: 
Firman Allah dalam surat ali-Imran ayat 130: 
                                
      
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan 
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung.55    
 
Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 278: 
                                 
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang 
beriman.56 
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 Abu Sura‟i Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 
22-23. 
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 Adimarwan A Karim, Oni sahroni, “Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi 
Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi”, Cet.II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 14. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 39. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm. 420. 
46 
 
 
 
2. Jenis-jenis Riba 
Riba dibagi menjadi tiga: 
a. Riba faḍhal, yaitu jual beli barang yang sejenis dengan melebihkan 
nilai salah satunya. 
b. Riba nasi’ah, yaitu menjual barang sejenis dengan jenisnya sendiri 
atau janis lain dengan melebihkan takaran atau timbangan dan 
disyaratkan penundaan penerimaan dan pembayaran barang. 
c. Riba qarḍ, yaitu memberikan pinjaman sesuatu yang sah dipinjam 
sambil mensyaratkan bunga kepadanya sebagai imbalan 
peminjaman, misalnya rumah atau kendaraan.57 
Muhammad Syafi‟i Antonio mengelompokkan riba menjadi 
dua kelompok, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli: 
a. Yang termasuk dalam riba utang piutang adalah riba qarḍ dan 
riba jahiliyah. Riba qarḍ adalah suatu manfaat atau tingkat 
kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang 
(muqtariḍ). Riba jahiliyah adalah utang dibayar dari pokoknya, 
karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada 
waktu yang ditetapkan. Yang termasuk riba jual beli adalah 
riba faḍhal berupa pertukaran antara barang sejenis dengan 
kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang 
dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba 
yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak kriteria 
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sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu 
penyerahannya. 
b. Riba nasi’ah berupa penangguhan penyerahan atau penerimaan 
jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang 
ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya 
perbedaan perubahan atau tambahan antara yang diserahkan 
saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Jadi untung muncul 
tanpa adanya risiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya, 
untung dan hasil usaha muncul hanya dengan berjalannya 
waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung 
dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia 
adalah bentuk kezaliman. Dalam perbankan konvensional, riba 
nasi’ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan 
pembayaran bungan deposito, tabungan, dan giro.58 
3. Peringatan bagi Pelaku Riba 
Peringatan bagi pelaku riba terdapat pada ayat al-Qur‟an yaitu 
QS al-Baqarah: 279 
                               
                  
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Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang 
dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu 
berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) 
dan tidak dizalimi (dirugikan).59 
 
Ayat ini merupakan penegasan dari Allah kepada pelaku riba. 
Kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi masih terus 
melakukannya, ini berarti bahwa mereka orang yang tidak 
mengindahkan perintah-perintah Allah. Karena itu Allah emnyamakan 
mereka dengan orang yang memerangi agama Allah. Orang yang 
memerangi agama Allah akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. 
“Diperangi Allah”, maksudnya ialah bahwa Allah akan 
menimpakan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. “Diperangi 
Rasul-Nya”, ialah bahwa para Rasul telah memerangi pemakan riba di 
zamannya, orang pemakan riba di hukum murtad dan menentang 
hukum Allah, karena itu mereka boleh diperangi. 
Jika pelaku riba itu menghentikan perbuatannya, dengan 
mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-
larangan-Nya, maka mereka boleh menerima kembali pokok modal 
mereka, tanpa dikurangi sedikitpun juga.60 
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BAB III 
PELAKSANAAN PEMINJAMAN UANG ARISAN DI DUKUH NGROTO 
 
A. Geografis dan Demografis 
1. Letak dan Batas Wilayah 
Di Desa Sumberejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen 
mempunyai luas wilayah 378 hektar, luas kemiringan lahan 158 
hektar, luas sawah 150 hektar, lahan pemukiman 125.  
Batas wilayah: 
a. Utara : Desa Juworo Kabupaten Grobogan 
b. Selatan : Desa Pare Kecamatan Mondokan 
c. Barat : Desa Tlogotirto Kecamatan Sumberlawang 
d. Timur : Desa Gemantar Kecamatan Mondokan 
Desa Sumberejo terdiri dari 2 (dua) kebayanan yaitu kebayanan 
Brujulan dan kebayanan Ngroto.1 Dukuh Ngroto terletak di antara 
Desa Sumberejo dan Desa Tlogotirto.  
Dukuh Ngroto terdiri dari 4 RT yaitu: 
a. RT 13 A 
Kepala RT: Bapak Muh Tohirin 
b. RT 13 B 
Kepala RT: Bapak Suwondo 
c. RT 14 
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 Sentot Nugroho, Kepala Desa Sumberejo, Wawancara Pribadi, Sabtu, 17 Maret 2018, 
Pukul 11.00 WIB. 
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Kepala RT: Bapak Antok 
d. RT 16 
Kepala RT: Bapak Widodo 
Masyarakat di Dukuh Ngroto sebagian besar adalah muslim. 
Dimana masyarakat Dukuh Ngroto aktif dalam mengadakan suatu 
kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan tersebut yaitu pengajian  yang 
dilaksanakan setiap hari Selasa dan TPA, selain itu untuk 
menyambung tali silaturahmi, warga juga mengadakan kegiatan seperti 
gotong royong, senam bersama setiap hari Minggu yang bertempat di 
Dukuh Ngroto RT 16, lomba-lomba untuk memeriahkan dukuh dan 
arisan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut maka dapat 
meningkatkan keimanan warga serta dapat meramaikan dukuh agar 
dukuh terlihat hidup dan semakin ada perkembangan disetiap 
tahunnya. 
2. Kependudukan 
Jumlah Penduduk  Dukuh Ngroto pada tahun 2015 adalah 
sebanyak 456  orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 218 orang dan 
perempuan sebanyak  238 orang  dengan jumlah KK  sebanyak 169 
KK.2 Jumlah kependudukan Dukuh Ngroto dapat dilihat dengan 
rincian sebagaimana tabel berikut ini: 
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 Jeki, Bayan, Wawancara Pribadi, Senin, 19 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB. 
51 
 
 
Tabel I Jumlah Penduduk Dukuh Ngroto 
No Dukuh Ngroto 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
Penduduk 
Jumlah 
KK Laki-
Laki 
Perempuan 
1 RT 13 A 28 33 61 39 
2 RT 13 B 91 95 186 68 
3 RT 14 35 30 65 18 
4 RT 16 64 80 144 44 
Jumlah 218 238 456 169 
                
Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun berkembang ke 
jenjang yang lebih tinggi. Pelaksanaan pendidikan sesuai sistem 
pengajaran nasional yang merupakan realisasi dari adanya UUD Pasal 
31 yang menyatakan bahwa : “tiap-tiap warga negara berhak 
mendapatkan pengajaran.” Pendidikan dilakukan melalui dua jalur 
pendidikan formal dan non formal, baik negeri maupun swasta. Seperti 
terlihat pada tabel di bawah ini.dengan hasil capaian dalam tahun 
2015,  yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut: 
Tabel II Tingkat  Pendidikan 
Tingkat Pendidikan 
Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
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Tamat SD/sederajat 106 98 204 
Tamat SMP/sederajat 38 39 77 
Tamat SMA/sederajat 53 37 90 
Tamat D-1/sederajat - - - 
Tamat D-2/sederajat 7 2 9 
Tamat D-3/sederajat - 3 3 
Tamat S-1/sederajat 
 
10 
7 17 
Tamat S-2/sederajat - 1 1 
              
3. Kondisi Ekonomi 
Kebutuhan setiap orang tentu berbeda-beda. Untuk memenuhi 
kebutuhan hidup, mereka bekerja dengan mata pencaharian yang 
berbeda-beda pula. Karena di sekitar Dukuh Ngroto terdapat lahan 
sawah yang cukup luas, maka sabagian besar warga Dukuh Ngroto 
memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bertani. Selain itu, karena 
lokasi dekat dengan jalan raya, maka warga memanfaatkannya dengan 
cara usaha seperti, membuka toko sembako, toko bangunan, rumah 
makan, bengkel, dan usaha foto copy. Dengan adanya berbagai macam 
keahlian dari masing-masing personal maka kebutuhan masyarakat 
dapat saling terpenuhi.  
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Kondisi ekonomi di Dukuh Ngroto dapat dilihat dengan rincian 
sebagaimana tabel berikut ini: 
Tabel III Komposisi Penduduk Dukuh Ngroto menurut Mata 
Pencaharian 
NO PEKERJAAN LK PR JUMLAH 
1 Belum Bekerja 19 24 43 
2 Tidak Bekerja 2 - 2 
3 Pelajar / Mahasiswa 40 42 82 
4 Pensiunan 1 - 1 
5 PNS 5 7 12 
6 Pamong Desa 1 - 1 
7 Guru 2 2 4 
8 Pedagang 5 2 7 
9 Petani 51 63 114 
10 Ibu Rumah Tangga - 13 13 
11 Pengemudi/Sopir 3 - 3 
12 Seniwati - 1 1 
13 Buruh 2 - 2 
14 Transportasi 1 - 1 
15 Wiraswasta 34 29 63 
16 Swasta 51 46 97 
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B. Sejarah Berdirinya Arisan 
Arisan adalah sebuah kegiatan mengumpulkan uang oleh beberapa 
orang dengan nilai yang sama. Uang yang terkumpul kemudian diundi dan 
dimenangkan oleh anggota arisan yang memenangkannya. Pengumpulan 
uang dilakukan rutin secara berkala sampai semua orang mendapatkannya. 
Arisan yang diadakan oleh masyarakat Dukuh Ngroto Kelurahan 
Sumberejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen telah didirikan sejak 
beberapa tahun yang lalu. Awalnya warga melakukan suatu kegiatan yaitu 
diskusi bersama yang menetap di rumah salah satu warga, dimana dalam 
diskusi tersebut membahas tentang agenda kegiatan-kegiatan yang 
bertujuan untuk menjalin tali persaudaraan. Salah satu pembahasan dalam 
diskusi tersebut adalah kegiatan arisan. Arisan disini diikuti oleh warga 
Dukuh Ngroto di masing-masing RT.3 Tujuan dari didirikannya arisan 
yaitu: 
 
                                                          
3
 Muh Tohirin, Kepala RT,  Wawancara Pribadi, Rabu, 21 Maret 2018, Pukul 18.30 
WIB.   
17 Tukang Kayu 1 - 1 
18 Jual Sayur - 1 1 
19 Merantau - 7 7 
20 Bidan - 1 1 
JUMLAH 218 238 456 
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1. Sebagai ajang silaturahmi 
2. Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) 
3. Sarana belajar menabung 
4. Untuk tolong menolong 
Di Dukuh Ngroto Kelurahan Sumberejo Kecamatan Mondokan 
Kabupaten Sragen ada 4 kelompok arisan, yaitu: 
a. Dukuh Ngroto RT 13 A 
b. Dukuh Ngroto RT 13 B 
c. Dukuh Ngroto RT 14 
d. Dukuh Ngroto RT 16 
Melihat data di atas tentunya arisan memiliki peran penting dalam 
wilayah ini, karena sebagian besar masyarakat Dukuh Ngroto mengikuti 
kegiatan tersebut.  Arisan di Dukuh Ngroto sangat membantu warga, 
karena selain sebagai ajang silaturahmi arisan juga dapat membantu 
kondisi ekonomi warga apabila ada yang kesusahan, karena arisan adalah 
salah satu cara menabung untuk mengoptimalkan keuangan. 
C. Awal mula adanya Peminjaman Uang Kas dan Tabungan Arisan 
Awal mula adanya peminjaman uang kas dan tabungan arisan di 
Dukuh Ngroto Kelurahan Sumberejo Kecamatan Mondokan Kabupaten 
Sragen yaitu karena inisiatif warga yang mengikuti arisan. Karena tujuan 
dari arisan sendiri selain untuk silaturahmi serta menguatkan tali 
persaudaraan juga sebagai sarana menabung dan tolong menolong. Maka 
agar warga dapat menabung dan juga sebagai tolong menolong sesama 
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umat maka dalam sistem arisan dibuat adanya sistem iuran serta sistem 
tabungan. Dalam adanya sistem iuran dan tabungan tersebut kemudian 
bagaimana caranya agar uang dapat bermanfaat untuk warga maka dari 
situlah uang tersebut dapat dipinjamkan. 
D. Praktik Peminjaman Uang Arisan 
Prosedur yang dilalui dalam peminjaman uang: 
1. Anggota yang ingin meminjam uang harus mendapat kesepakatan oleh 
para anggota. Setelah mendapatkan persetujuan oleh para anggota, 
maka uang dapat dipinjamkan sesuai dengan jumlah yang ada dan 
dibagi rata.  
2. Anggota dapat mengambil uang di bendahara. 
3. Dalam peminjaman adanya serah terima dan tanpa ada paksaan. 
4. Adanya pencatatan utang. Yaitu bagi anggota yang meminjam uang 
dicatat di dalam buku arisan yang dipegang oleh bendahara. Pencatatan 
utang berupa jumlah nominal uang yang dipinjam dan jatuh tempo 
pengembalian beserta tambahannya. 
Prosedur pengembalian: 
1. Uang pinjaman harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan 
tidak melewati jatuh tempo pengembalian. Apabila pihak peminjam 
mampu melunasi utangnya sebelum jatuh tempo pengembalian maka 
diperbolehkan. 
2. Peminjam mengembalikan uang kepada pengurus arisan yaitu 
bendahara. 
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3. Bendahara melihat daftar peminjam pada buku pinjaman yang ada. 
Bagi anggota yang telah mampu mengembalikan jumlah nominal uang 
yang dipinjam berserta jumlah uang tambahan maka harus dicatatkan 
dalam buku pinjaman sebagai bukti bahwasannya utang telah lunas. 
Praktik pelaksanaan peminjaman uang arisan di Dukuh Ngroto 
terdapat 4 (empat) kelompok arisan. Dimana dalam sistem arisan adanya 
peminjaman uang kas dan tabungan dan dalam pengembalian adanya 
tambahan. 4 (empat) kelompok arisan tersebut adalah: 
1. Arisan RT 13 A.  
Arisan di RT 13 A dilaksanakan setiap perlapan 2 (dua) kali setiap 
hari Minggu Pahing dan Minggu Legi. Diikuti oleh semua warga 
Dukuh Ngroto RT 13 A yaitu berjumlah 40 orang. Sistem arisannya 
anggota membayar uang iuran arisan Rp5.000,00, iuran uang kas 
arisan Rp1.000,00, dan uang tabungan Rp10.000,00. Untuk uang kas 
dan uang tabungan dapat dipinjamkan bagi anggota arisan yang ingin 
meminjam. Peminjaman tergantung kebutuhan anggota. Uang 
pinjaman dibagi rata untuk para anggota arisan yang ingin meminjam. 
Dalam pengembalian peminjaman uang kas dan tabungan terdapatnya 
tambahan setiap bulannya, yaitu 5% per Rp100.000,00. Batas akhir 
pengembalian yaitu 2 (tahun), tetapi apabila penghutang sudah 
mempunyai uang maka terserah penghutang dalam 
mengembalikannya. Dalam serah terima pinjaman adanya ucapan 
anggota yang ingin meminjam, seperti “saya ingin meminjam uang”, 
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kemudian dari pihak yang memberi pinjaman (bendahara) sebagai 
pemegang uang, memberikan pinjaman tersebut. Dalam peminjaman 
tidak ada unsur paksaan dari pihak lain. Untuk uang kas apabila 
dihutangkan tidak ada hilangnya, karena akan kembali lagi ke warga, 
digunakan untuk keperluan dukuh seperti, membeli seragam, grabah, 
peralatan-peralatan, dan lain-lain. Uang tabungan akan kembali lagi ke 
masing-masing anggota. 
Dalam menjalankan suatu kegiatan agar tercapai suatu tujuan perlu 
adanya organisasi guna menjalankan wadah bagian masyarakat yang 
bekerja sama guna mencapai tujuan ataupun harapan yang diinginkan. 
Dengan terbentuknya keorganisasian maka dapat diketahui wewenang 
dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada para personal yang ada 
dalam organisasi tersebut.  
Struktur organisasi dari arisan RT 13 A yaitu: 
a. Bendahara  : Sariyem  
b. Sekretaris 1 : Dewi   
c. Sekretaris 2 : Ana 
d. Sekretaris 3 : Rina 
e. Peserta  : Semua anggota arisan RT 13 A 
Tugas dari bendahara di sini, membukukan dan menyimpan seluruh 
keuangan arisan serta melaporkan keadaan keuangan setiap pertemuan 
warga. Tugas dari sekretaris 1 mencatat setoran arisan, dimana 
sekretaris 1 lah yang membukukan seluruh setoran arisan dari awal 
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sampai selesainya arisan. Tugas dari sekretaris 2 mencatat iuran kas, 
dan tugas dari sekretaris 3 mencatat tabungan anggota. Jadi, untuk 
iuran kas dan tabungan di bukukan oleh sekretaris 2 dan sekretaris 3.  
Semua mempunyai kewajiban serta tanggung jawab sendiri-sendiri. 
Dengan adanya struktur maka dapat membantu jalannya kegiatan 
arisan.4   
2. Arisan RT 13 B. 
Arisan di RT 13 B dilaksanakan setiap Minggu Kliwon dan 
Minggu Legi. Diikuti oleh semua warga Dukuh Ngroto RT 13 B yaitu 
berjumlah 68 orang. Sistem arisannya anggota membayar uang iuran 
arisan Rp5.000,00, iuran uang kas arisan Rp2.000,00, dan uang 
tabungan Rp3.000,00. Untuk uang kas dan uang tabungan dapat 
dipinjamkan bagi anggota arisan yang ingin meminjam. Dalam 
peminjaman adanya serah terima oleh peminjam dan pemberi 
pinjaman (pengurus uang kas dan tabungan). Dalam peminjaman tidak 
ada unsur paksaan dari pihak lain. Niat dari peminjaman digunakan 
untuk kebutuhan sehari-hari. Maksimal pengembalian pinjaman 5 
(lima) tahun dan dalam pengembalian tidak terdapat tambahan.  
Struktur Organisasi: 
a. Ketua : Titik 
b. Sekretaris : Giyanti 
c. Bendahara : Rahayuningsing 
                                                          
4
 Wahyuni, Anggota Arisan (Ibu RT 13 A), Wawancara Pribadi, Rabu, 21 Maret 2018, 
Pukul 18.30 WIB. 
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d. Peserta : Semua anggota arisan RT 13 B 
Tugas dari ketua disini yang bertanggung jawab penuh dalam 
arisan, jadi ketua mengetahui sepenuhnya tentang pembukuan arisan 
mencangkup setoran arisan, iuaran kas, maupun tabungan. Tugas dari 
sekretaris disini mencatat setoran arisan, iuran kas, dan tabungan. 
Tugas dari bendahara, membawa serta menyimpan uang arisan, selain 
itu bendahara juga melaporkan keadaan keuangan setiap pertemuan 
warga.5 
3. Arisan RT 14 
Arisan di RT 14 dilaksanakan setiap Minggu Kliwon yang diikuti 
oleh warga Dukuh Ngroto RT 14 yaitu berjumlah 31 orang. Sistem 
arisannya anggota membayar uang iuran arisan Rp10.000,00, iuran 
uang kas arisan Rp2.000,00 per orang, dan uang awal arisan  
Rp50.000,00. Yang di pinjamkan adalah dari uang kas dan uang awal 
arisan. Dalam peminjaman tidak ada unsur paksaan dari pihak lain.  
Uang kas yang sudah dari dahulu dan menumpuk banyak kemudian 
dipinjamkan, dan uang awal Rp50.000 setiap 2 (tahun) sekali 
dibongkar kemudian dipinjam-pinjamkan, dikembalikan setiap 4 bulan 
sekali.  dalam pengembalian ada tambahan. Tambahannya 3% per 
Rp100.000,00. Untuk uang awal Rp50.000,00 yang di pinjamkan tadi 
di kembalikan lagi kepada para anggota dan anggota diberi uang jasa 
dari uang tambahan yang dipinjamkan. Untuk anggota kas tidak hanya 
                                                          
5
 Titik, Ketua Arisan (Ibu RT 13 B), Wawancara Pribadi, Kamis, 22 Maret 2018, Pukul 
09.00 WIB. 
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dari warga RT 14 saja, melainkan ditambah dari orang luar, yaitu 
orang yang berdagang di pasar anyar Ngroto RT 14 yang ikut serta 
dalam uang kas ini berjumlah 10 orang. Jadi, untuk uang kas dapat 
dipinjamkan khusus untuk anggota kas. Uang tambahan dibekukan 
kemudian di akhir akan kembalikan lagi ke anggota dan dibagi rata.6 
Struktur Organisasi: 
a. Sekretaris  : Siti 
b. Bendahara  : Ririn 
Tugas dari sekretaris disini yang membukukan kegiatan arisan, 
seperti halnya, catatan uang arisan, uang iuran kas, dan uang awal 
masuk arisan. Jadi, sekretaris disini sebagai pemegang buku agenda, 
untuk anggota yang meminjam serta mengembalikan uang semua ada 
catatannya dan dipegang oleh sekretaris. Tugas dari bendahara, yaitu 
menyimpan seluruh keuangan serta melaporkan keadaan keuangan 
setiap pertemuan warga.7 
4. Arisan RT 16 
Arisan di RT 16 dilaksanakan pada tanggal 5 (lima) disetiap 
bulannya. Diikuti oleh warga Dukuh Ngroto RT 16 yaitu berjumlah 40 
orang. Sistem arisannya anggota membayar uang iuran arisan 
Rp10.000,00, iuran uang kas arisan Rp3.000,00, dan uang tabungan 
pribadi Rp10.000,00. Untuk tabungan pribadi, apabila anggota ingin 
                                                          
6
 Sriyatun, Anggota Arisan, Wawancara Pribadi, 21 Maret 2018, Pukul 17.00 WIB. 
7
 Nunik, Ibu RT (Anggota arisan), Wawancara Pribadi, 22 Maret 2018, pukul 10.30 
WIB. 
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menabung lebih dari Rp10.000,00 diperbolehkan. Tabungan ini tidak 
dipinjamkan. Selain itu bagi anggota awal dan anggota yang baru 
masuk diwajibkan membayar uang sebesar Rp400.000,00 yang 
dimasukkan dalam kas arisan. Dan setiap bulan ada 2 orang atau 2 
anggota yang mendapatkan arisan. Kegunaan dari uang kas ini 
tujuannya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 
warga Dukuh Ngroto RT 16. Uang kas dapat dipinjamkan untuk para 
anggota arisan apabila para anggota membutuhkan tetapi ada 
batasannya. Dalam peminjaman tidak ada unsur paksaan dari pihak 
lain. Setiap bulannya pasti ada yang meminjam, apabila yang 
meminjam lebih dari 1 orang maka uang dibagi secara merata. Dalam 
peminjaman adanya serah terima antara peminjam dan pemberi 
pinjaman, yaitu antara anggota yang meminjam dan pengurus 
pinjaman. Peminjaman uang kas dapat dipinjamkan dengan adanya 
batas waktu, yaitu maksimal pengembalian 5 (lima) bulan. Apabila 
sebelum 5 (lima) bulan peminjam sudah melunasi hutangnya tetap 
dikenakan tambahan. Uang dari tambahan tersebut di gunakan untuk 
keperluan Dukuh, seperti pembelian peralatan-peralatan, grabah, 
pembangunan gapura, pembangunan rumah yang digunakan untuk 
perkumpulan warga.8   
Struktur Organisasi: 
a. Bendahara  : Suyono 
                                                          
8
 Wati, Anggota Arisan, Wawancara Pribadi, 25 Maret 2018, Pukul 10.00 WIB. 
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b. Sekretaris 1 : Ika 
c. Sekretaris 2 : Mawan 
Tugas dari bendahara disini, membukukan dan menyimpan seluruh 
keuangan arisan serta melaporkan keadaan keuangan setiap pertemuan 
warga. Tugas dari sekretaris 1 mencatat setoran arisan, dimana 
sekretaris 1 lah yang membukukan seluruh setoran arisan dari awal 
sampai selesainya arisan. Tugas dari sekretaris 2 disini membukukan 
iuran kas arisan. 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN PEMINJAMAN UANG ARISAN DI DUKUH 
NGROTO MENURUT KONSEP QARḌ 
 
Arisan adalah sebuah kegiatan mengumpulkan uang oleh beberapa orang 
dengan nilai yang sama. Uang yang terkumpul kemudian diundi dan dimenangkan 
oleh anggota arisan yang memenangkannya. Pengumpulan uang dilakukan rutin 
secara berkala sampai semua orang mendapatkannya. Dengan melihat pada bab 
sebelumnya yang telah dijelaskan menurut teori dan praktik arisan di lapangan, 
maka penulis dapat menganalisis pelaksanaan peminjaman uang arisan di Dukuh 
Ngroto menurut konsep qarḍ sebagai berikut: 
A. Analisa Rukun dan Syarat  
1. Ijᾱb qabul  (ṣῑgat) 
Yang dimaksud dengan ṣῑgat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan 
diantara fukaha bahwa ijᾱb qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan 
semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu 
utang”, atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua 
lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku 
menerima,” atau “Aku ridha”.1 Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi 
saling ridho atau rela diantara para pihak pelaku akad yang menggunakan 
cara-cara komunikasi modern.2 
                                                          
1
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., hlm. 335.  
2
 Muhammad Imam Purwadi, “Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan..., hlm. 37. 
65 
 
 
 
Jika dilihat pada pelaksanaan arisan di Dukuh Ngroto ini keseluruhan di 
setiap RT sama, yaitu sebagai berikut: 
Dalam prosesnya peminjaman uang arisan di Dukuh Ngroto terdapat 
adanya Ijᾱb qabul atau ungkapan serah terima antara orang yang memberi 
pinjaman (muqriḍ) dan orang yang meminjam (muqtariḍ). Ijᾱb qabul 
dilakukan antara pengurus arisan (bendahara) sebagai pembawa uang dan 
oleh peminjam (anggota arisan). Dimana dalam peminjaman adanya 
perkataan dari si peminjam (muqtariḍ) “aku meminjam uang” dan diberikan 
oleh pemberi pinjaman (muqriḍ) memberikan uang senilai uang pinjaman 
yang telah dibagi rata kepada anggota yang ingin meminjam. Dalam 
peminjaman antara peminjam dan pemberi pinjaman tanpa adanya paksaan, 
mereka melakukan secara sukarela dengan adanya ketentuan hitam di atas 
putih, yaitu dituliskan di dalam buku agenda arisan.  
2. Muqriḍ dan Muqtariḍ („Aqidᾱin) 
Yang dimaksud dengan ‘aqidᾱin (dua pihak yang melakukan transaksi) 
adalah pemberi utang dan pengutang (muqriḍ dan muqtariḍ).3 
Adapun syarat „aqidᾱin (muqriḍ dan muqtariḍ) adalah:  
a. Al-Rasyd, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi ini sudah balig, 
agamanya baik, dan mampu mengelola harta. Transaksi pinjam meminjam 
adalah sebuah transaksi tukar menukar harta, sedangkan al-rasyid dari 
para pelakunya adalah syarat sahnya semua transaksi tukar-menukar 
(harta). Oleh karena itu, memberi atau meminjam pinjaman tidak sah 
                                                          
3
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., hlm. 335.  
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dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, juga oleh orang yang tidak 
mampu membelanjakan harta karena kebodohannya karena mereka 
termasuk orang-orang yang tidak diperbolehkan mengelola harta.4  
Anggota arisan di Dukuh Ngroto di masing-masing RT dalam hal 
ini, mereka telah balig, beragama Islam, dan mampu membelanjakan 
hartanya. Disini penulis dapat mengetahuinya karena terdapat penjelasan 
dari anggota bahwasannya arisan diikuti oleh bapak atau ibu di setiap 
arisan di masing-masing RT per KK, dan mereka telah balig, beragama 
Islam, dan mampu membelanjakan hartanya. 
b. Ahliyah al-tabarru’ (layak bersosial), adalah orang yang mampu 
mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. 
Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan 
untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh 
melakukan akad qarḍ. 
Arisan di Dukuh Ngroto di masing-masing RT dalam hal ini, arisan 
tidak diikuti oleh anak kecil ataupun orang cacat mental. Arisan diikuti 
oleh orang yang telah balig dan mampu mengelola hartanya. Uang dari 
pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.  
c. Tanpa ada paksaan, bahwa muqriḍ dalam memberikan hutangnya tidak 
dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga muqtariḍ. Keduanya 
melakukan secara sukarela.5 
                                                          
4
 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah..., hlm. 56. 
5
 M. Yazid Afandi,  “Fiqh Muamalah (Dan Implementasinya dalam..., hlm. 143. 
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Dalam peminjaman di masing-masing RT, muqriḍ dan muqtariḍ 
tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Muqtariḍ dalam meminjam dengan 
keinginannya sendiri karena sedang membutuhkan uang. Sedangkan 
muqriḍ memberikan pinjaman atas kesepakatan seluruh anggota, serta 
uang yang dipinjamkan sesuai dengan uang yang ada dan dibagi rata 
sesuai anggota yang ingin meminjam. 
d. Orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasan 
penuh atas harta yang dipinjamkannya karena didalam pinjam-meminjam, 
ada unsur sedekah. Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman 
haruslah orang yang mimiliki harta itu. Tidak sah seseorang yang hanya 
menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang yang ada di bawah 
perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat). 
Dalam hal ini karena uang arisan adalah uang bersama atau harta 
bersama. Maka, dalam arisan haruslah ada pengurus yaitu bendahara. 
Tugas dari bendahara disini membukukan dan menyimpan seluruh 
keuangan arisan serta melaporkan keadaan keuangan setiap pertemuan 
warga. Dalam peminjaman uang, untuk anggota yang membutuhkan dan 
ingin meminjam uang harus mendapat kesepakatan dari seluruh anggota di 
masing-masing RT. Setelah mendapatkan kesepakatan maka peminjam 
dapat mengambil uang pinjaman ke bendahara. 
3. Al-Ma’qud ‘Alaih (harta yang dipinjamkan) 
a. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama 
lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan 
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perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, 
ditimbang, ditanam, dan dihitung. 
b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan 
manfaat. 
c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui 
sifatnya.6 
Harta yang dipinjamkan dalam arisan ini adalah harta yang dapat 
dihitung yaitu uang. Uang yang dipinjamkan adalah uang dari uang awal 
arisan, uang kas, dan uang tabungan. Dalam hal ini berbeda-beda di setiap RT 
nya, dan perbedaannya telah dijelaskan diatas.  
Dengan melihat dari analisa rukun dan syarat qarḍ diatas, maka 
analisis pelaksanaan peminjaman uang arisan di Dukuh Ngroto telah 
memenuhi rukun dan syarat qarḍ. Agar lebih jelasnya dapat dilihat dengan 
rincian sebagai berikut:   
Tabel IV Kesesuaian Rukun dan Praktik 
Hal Ketentuan Qarḍ menurut 
Syari’ah 
Praktik Peminjaman 
Uang Arisan di Dukuh 
Ngroto 
Ṣῑgat Serah terima Ungkapan serah 
terima berlangsung tanpa 
adanya paksaan dengan 
saling sukarela dengan, 
                                                          
6
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., hlm. 335. 
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dan adanya ketentuan 
hitam diatas putih 
Muqriḍ dan 
Muqtariḍ 
(„Aqidᾱin) 
Dua pihak yang 
melakukan transaksi. Adapun 
syaratnya: 
Al-Rasyd yaitu kedua 
orang yang melakukan 
transaksi ini sudah balig, 
agamanya baik, dan mampu 
mengelola harta. 
Ahliyah al-tabarru’ 
(layak bersosial), adalah 
orang yang mampu 
mentasarufkan hartanya 
sendiri secara mutlak dan 
bertanggung jawab. 
Tanpa ada paksaan, 
bahwa muqriḍ dalam 
memberikan hutangnya tidak 
dalam tekanan dan paksaan 
orang lain, demikian juga 
muqtariḍ. Keduanya 
melakukan secara sukarela. 
Dalam arisan ini, 
pelaksanaan peminjaman 
uang, adanya pihak yang 
bertransaksi yaitu 
peminjam (muqtariḍ) dan 
pemberi pinjaman 
(muqriḍ), serta telah 
memenuhi syarat-syarat. 
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Orang yang memberi 
pinjaman haruslah orang yang 
memiliki kekuasan penuh atas 
harta yang dipinjamkannya. 
Al-Ma’qud 
‘Alaih (harta 
yang 
dipinjamkan) 
 
Harta berupa harta yang 
ada padanya, maksudnya 
harta yang satu sama lain 
dalam jenis yang sama tidak 
banyak berbeda yang 
mengakibatkan perbedaan 
nilai, seperti uang, barang-
barang yang dapat ditakar, 
ditimbang, ditanam, dan 
dihitung. 
Harta yang 
dipinjamkan dalam 
arisan ini adalah harta 
yang dapat dihitung yaitu 
uang. Uang yang 
dipinjamkan adalah uang 
dari uang awal arisan, 
uang kas, dan uang 
tabungan 
 
B. Analisa Obyek Qarḍ 
1. Miṡliyyat, yaitu harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya 
dari sisi nilai, seperti: uang, kurma, gandum, dan besi. 
2. Qimiyyah, yaitu harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi 
nilai, seperti: hewan ternak, properti. 
3. Manᾱfi’ (jasa), seperti: menempati sebuah rumah. Menurut Ibnu 
Taimiyah, kita boleh meminjamkan jasa, seperti: seseorang membantu 
temannya mengambil hasil panen dan bergiliran dia yang panen, 
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temannya juga ikut membantu, atau ia mempersilahkan temannya 
tinggal di rumahnya dengan imbalan dia boleh tinggal di rumah 
temannya.7 
Pada praktiknya harta yang dipinjamkan berupa harta yang 
satuannya tidak berbeda dengan yang lainnya. Harta yang dipinjamkan 
adalah harta yang dapat dihitung yaitu uang. Dalam arisan disini tidak 
menghutangkan harta selain uang. Jadi, apabila dianalisa 
menggunakan obyek qarḍ sesuai dan masuk pada kategori miṡliyyat. 
C. Analisa Hukum Al-Qarḍ dari Sisi Sifat yang Melekat padanya 
1. Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia 
mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan 
haram, seperti untuk minum khamr, judi, dan perbuatan haram lainnya. 
2. Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam 
akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk 
berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga jika 
peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup 
mengembalikan pinjaman itu. 
3. Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta 
untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran 
yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain 
untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.8 
                                                          
7
 Agus Rijal, Utang Halal Utang Haram..., hlm. 100. 
8
 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah..., hlm. 55.  
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Dari praktik yang ada pada arisan di Dukuh Ngroto, peminjam 
meminjam uang dengan alasan membutuhkan uang tersebut karena ada 
keperluan yang mendesak. Uang digunakan untuk kebutuhan sehari-
hari, seperti untuk membeli sembako, membeli peralatan sekolah anak, 
dll. Jadi apabila di analisa menurut hukum al-qarḍ dari sisi sifat yang 
melekat padanya maka termasuk wajib meminjamkan uang apabila 
dalam keperluan mendesak. 
D. Analisa Sumber Dana Qarḍ 
Sumber dana qarḍ dalam al-Qur‟an dan hadits tidak dijelaskan secara 
rinci, namun dapat dilihat dari fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-
MUI/IV/2001 tentang al-qarḍ.   
Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qarḍ.   
Al-qarḍ dapat bersumber dari sumber dana:  
1. Bagian modal LKS; 
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan 
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 
infaqnya kepada LKS.9 
Melihat dari sistem-sistem yang ada di LKS. Sistem dari arisan 
sama dengan sistem yang ada di LKS. Seperti halnya, LKS bertindak 
sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah 
berdasarkan kesepakatan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok 
yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Di dalam arisan dana 
                                                          
9
 Ichwan Sam, Hasanudin dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah..., hlm. 132-133. 
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dikelola oleh anggota arisan yang diberi tanggungjawab untuk mengelola 
dana arisan. Dana tersebut dapat dipinjamkan kepada anggota arisan 
berdasarkan kesepakatan, dan anggota yang meminjam wajib 
mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah 
disepakati.  
Sumber dana arisan berasal dari anggota arisan yang 
mempercayakan dananya di kelompok arisan. Sumber dana arisan yang 
terkumpul dari semua anggota arisan yaitu, uang awal arisan, uang iuran 
arisan, uang kas, dan uang tabungan. Sumber dana arisan di RT 13 A yaitu 
uang iuran arisan Rp5.000,00, uang kas Rp1.000,00 dan uang tabungan 
Rp10.000,00. Uang kas berasal dari semua anggota RT per Kartu 
Keluarga. Uang tabungan berasal dari seluruh anggota arisan. Uang 
tabungan diwajibkan Rp.10.000,00 per orang. Peminjaman berasal dari 
uang kas dan uang tabungan.   
Sumber dana arisan di RT 13 B yaitu uang iuran arisan 
Rp5.000,00, uang kas Rp2.000,00, dan uang tabungan Rp3.000,00. Kas 
berasal dari semua anggota RT per KK. Tabungan berasal dari anggota 
arisan. Untuk tabungan tidak di wajibkan ingin menabung berapa, asalkan 
kelipatan dari Rp3.000,00. Peminjaman berasal dari uang kas dan uang 
tabungan. 
Sumber dana arisan di RT 14 yaitu uang iuran arisan Rp10.000,00, 
uang kas Rp2.000,00, dan uang awal arisan Rp50.000,00. Kas dari semua 
anggota arisan di tambah anggota pasar yang berkenan ikut serta. 
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Tabungan berasal dari seluruh anggota arisan RT 14. Pinjaman berasal 
dari uang kas dan uang awal arisan. 
Sumber dana arisan di RT 16 yaitu uang iuran arisan Rp10.000,00, 
uang kas Rp3.000,00, uang tabungan Rp10.000,00, dan bagi anggota awal 
serta anggota baru Rp400.000,00. Kas berasal dari semua anggota RT per 
KK. Tabungan berasal dari anggota arisan. Untuk tabungan tidak di 
wajibkan ingin menabung berapa, asalkan kelipatan dari Rp10.000,00. 
Peminjaman berasal dari uang kas dan uang Rp400.000,00. 
Dengan melihat data diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya 
anggota telah mempercayakan dananya di kelompok arisan. Oleh karena 
itu sumber dana dari masing-masing kelompok arisan di Dukuh Ngroto 
dibenarkan berdasarkan fatwa. Sumber dana arisan di Dukuh Ngroto 
berasal dari seluruh anggota arisan di masing-masing RT. Dapat dilihat 
pada bab sebelumnya, bahwa sebagian besar anggota adalah orang muslim 
dan mencari matapencaharian dengan cara bertani. Agar lebih jelas dalam 
mengetahui perbedaan di setiap RT maka dapat dilihat dengan rincian 
tabel berikut: 
Tabel V Sumber Dana Arisan 
No Arisan Sumber Dana Yang di Pinjamkan 
1. RT 13 A Uang iuran arisan 
Rp5.000,00, uang kas 
Rp1.000,00, uang 
tabungan Rp10.000,00 
Uang kas dan uang 
tabungan 
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2. RT 13 B Uang iuran arisan 
Rp5.000,00, uang kas 
Rp2.000,00, uang 
tabungan Rp3.000,00 
Uang kas dan uang 
tabungan 
3. RT 14 Uang iuran arisan 
Rp10.000,00, uang kas 
Rp2.000,00, uang awal 
masuk arisan Rp50.000,00 
Uang kas dan uang 
awal masuk arisan 
4. RT 16 Uang iuran arisan 
Rp10.000,00, uang kas 
Rp3.000,00, uang awal 
masuk arisan 
Rp400.000,00 
Uang kas dan uang 
awal masuk arisan 
  
E. Analisa Tambahan dalam Pengembalian 
Para ulama sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan di 
luar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram dan termasuk riba, baik 
tambahan nilai seperti, memberi pinjaman Rp100.000,00 dengan syarat 
pengembalian Rp110.000,00 atau tambahan kualitas seperti memberikan 
pinjaman mata uang rupiah dengan syarat pengembalian dalam bentuk 
mata uang dolar maupun tambahan jasa seperti memberikan pinjaman 
uang kepada seseorang dengan syarat meminjamkan mobilnya kepada 
pemberi pinjaman selama 1 minggu. 
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Karena tujuan utama transaksi qarḍ adalah belas kasihan dan 
mengharap ganjaran dari Allah SWT, maka bila pihak kreditur 
memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman, hilanglah tujuan 
asal transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah serta akad 
qarḍ berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.10 
Hadiah yang diberikan debitur kepada kreditur sebelum utang 
dilunasi dan kreditur tidak berniat memotong utang debitur seharga hadiah 
atau memberikan imbalan yang lain tidak dibolehkan kecuali sebelum 
transaksi qarḍ berjalan mereka telah saling bertukar hadiah. Jika 
sebelumnya mereka telah sering bertukar hadiah, maka hadiah pada masa 
kredit dibolehkan. Hal ini disebabkan agar pemberian hadiah tidak 
menjadi sarana penambahan nilai pinjaman, atau sarana yang digunakan 
debitur agar kreditur mengulur tempo pembayaran.11 Jadi, apabila 
pelebihan dalam pembayaran utang tidak dipersyaratkan dalam akad maka 
hukumnya boleh, karena pelebihan tersebut dapat dikatakan sebagai rasa 
trimakasih dari penerima utang (muqtariḍ) untuk si pemberi utang 
(muqriḍ). 
Debitur wajib mengembalikan utang yang jenis, jumlah, dan 
kualitasnya sama dengan pinjaman. Jika seorang memberikan pinjaman 
berupa uang tunai rupiah kemudian nilai tukarnya berubah (turun/naik) 
maka kewajiban debitur hanyalah mengembalikan mata uang yang sama 
sekalipun nilai tukarnya turun. Begitu pun sebaliknya, karena pinjaman 
                                                          
10
 Agus Rijal, Utang Halal Utang Haram..., hlm. 100-101. 
11
 Ibid.  
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dengan pembayaran jenis lainnya di khawatirkan menjadi pintu masuk riba 
pertukaran. Karena illat (alasan efektif) mata uang sama dengan emas, 
maka apabila meminjam harus dikembalikan jenis, jumlah, dan kualitas 
yang sama.12 
Akad utang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong 
mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-
sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk 
memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu metode untuk 
mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, debitor (muqtariḍ) tidak 
boleh mengembalikan kepada kreditor (muqriḍ) kecuali apa yang telah 
diutangnya atau yang serupa dengannya, sesuai dengan kaidah fiqih yang 
mengatakan:  
ًاِبر َوُه َف ًةَعَف ْ نَم َّرَج ٍض ْر َق ُّلُك 
 
“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang 
berpiutang, muqridh) adalah riba.”13  
 
Keharaman ini hanya berlaku apabila manfaat dari piutang 
disyaratkan atau dikenal dalam tradisi. Apabila manfaat ini tidak 
disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi maka debitor (muqtaridh) 
boleh membayar utang dengan dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya 
dari pada yang diutangnya, atau menambah kuantitasnya.14 
                                                          
12
 Agus Rijal, Utang Halal Utang Haram..., hlm. 100-101. 
13
 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam..., hlm. 138.  
14
 Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah..., hlm 96. 
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Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar anggota arisan 
di Dukuh Ngroto dalam menjalankan transaksinya yaitu transaksi utang 
piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang, karena ada 
tambahan yang disyaratkan pada awal akad yang kemudian disepakati 
oleh kedua belah pihak. Uang arisan dipinjamkan ke anggota dan akan 
dimanfaatkan lagi untuk anggota. Namun, bila dikaitkan dengan konsep 
hukum Islam, karena dalam pembayaran pengembalian terdapatnya 
kelebihan pengembalian dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan di 
dalam transaksi. Transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang 
untuk dilakukan. Karena utang piutang yang mendatangkan manfaat, 
merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, yaitu 
riba al-qarḍ.  
Yang termasuk riba al-qarḍ adalah jika diperjanjikan dalam akad 
atau dipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa pihak peminjam 
harus membayar lebih dari pokok pinjaman.15 Adapun dasar dalam al-
Qur‟an terdapat dalam beberapa ayat di antaranya adalah: 
Firman Allah dalam surat ali-Imran ayat 130: 
                                 
       
                                                          
15
 Adimarwan A Karim, Oni sahroni, “Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi 
Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi..., hlm. 14. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan 
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung.16 
 
Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 278: 
                                  
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang 
beriman.17 
 
Dalam sistem pengembalian dari uang yang dipinjamkan secara umum 
hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan. Sistem pengembalian 
di RT 13 A terdapatnya tambahan 5% per bulan dari Rp100.000,00. 
Dengan jangka waktu pengembalian 2 tahun. Sistem pengembalian di RT 
13 B tidak terdapatnya tambahan, dan jangka pengembalian adalah 5 
tahun. Sistem pengembalian di RT 14 terdapatnya tambahan 3% dari 
Rp100.000,00. Dengan jangka waktu pengembalian 4 bulan. Sistem 
pengembalian di RT 16 terdapatnya tambahan 10 % dari Rp100.000,00, 
tetapi setiap bulannya tidak naik, tetap 10%. Dengan jangka waktu 
pengembalian 5 bulan. Maka dapat dianalisa bahwasannya dari ke empat 
RT yaitu RT 13 A, RT 13 B, RT 14, dan RT 16 yang telah sesuai dengan 
analisa sistem pengembalian dalam akad qarḍ adalah RT 13 B. Agar lebih 
jelas dalam mengetahui perbedaan di setiap RT maka dapat dilihat dengan 
rincian tabel berikut: 
 
                                                          
16
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan..., hlm. 39. 
17
 Agus Rijal, Utang Halal Utang Haram..., hlm. 100-101. 
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Tabel VI Sistem Pengembalian 
No Arisan Tambahan Jangka pengembalian 
1. RT 13 A 5% per bulan dari 
Rp100.000,00 
2 tahun 
2. RT 13 B Tanpa tambahan 5 tahun 
3. RT 14 3% dari Rp100.000,00 4 bulan 
4. RT 16 10% dari 
Rp100.000,00 
5 bulan 
 
F. Analisa Biaya Administrasi 
Adapun mengenai biaya administrasi yang dibebankan kepada 
nasabah dijelaskan menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia melalui 
fatwanya No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qarḍ: 
1. Al-Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtariḍ) 
yang memerlukan. 
2. Nasabah al-Qarḍ wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima 
pada waktu yang telah disepakati bersama. 
3. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah. 
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang 
perlu. 
5. Nasabah al-Qarḍ dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 
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6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat uang telah disepakati dan LKS telah 
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 
a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 
b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 
Biaya administrasi adalah biaya yang muncul ketika adanya akad. 
Di LKS biaya administrasi didasarkan pada perhitungan riil biaya yang 
digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya 
administrasi digunakan untuk pembelian materai, biaya pengurusan 
dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, notaris, dan lain-
lain. Sehingga angka yang keluar betul-betul mencerminkan nilai riil 
administrasi yang dilakukan. Namun pada zaman Rasulullah SAW tidak 
ada biaya-biaya tersebut, karena antar individu.  
Pada praktik yang terjadi di Dukuh Ngroto anggota boleh  
memberikan sumbangan dengan sukarela kepada kelompok arisan selama 
tidak diperjanjikan di akad. Dalam pembayaran pengembalian uang 
anggota arisan telah mampu dalam mengembalikan pinjaman sebelum 
jatuh tempo. Sehingga tidak adanya perpanjangan jangka waktu yang 
diberikan oleh peminjam untuk pemberi pinjaman.  
Pada pelaksanaan arisan di Dukuh Ngroto tidak terdapatnya biaya 
administrasi yang dibebankan kepada anggota, diperbolehkan bagi anggota 
untuk memberikan sumbangan sukarela kepada kelompok arisan apabila 
tidak dipersyaratkan di akad, dan anggota telah mampu mengembalikan 
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uang sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini pelaksanaannya tidak menyalahi 
DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001  tentang biaya administrasi. Karena, 
dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan biaya 
administrasi dapat dibebankan bukan harus dibebankan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan analisis diatas, maka penelitian 
untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 
1. Analisis pelaksanaan peminjaman uang arisan di Dukuh Ngroto, 
Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen 
sebagai berikut: 
a. Dalam praktiknya, anggota yang ingin meminjam uang harus 
mendapat kesepakatan oleh para anggota. 
b. Uang yang dipinjamkan adalah uang awal arisan, uang kas, dan 
uang tabungan. 
c. Anggota dapat mengambil uang di bendahara. 
d. Dalam peminjaman adanya serah terima dan tanpa ada paksaan. 
e. Adanya pencatatan utang, adanya jatuh tempo pengembalian, dan 
adanya tambahan dalam pengembalian, namun ada pula yang tidak 
dikenakan tambahan. 
f. Uang yang telah kembali beserta uang tambahan, disimpan 
kembali dan digunakan untuk keperluan masing-masing RT, 
seperti: membeli peralatan-peralatan, membeli seragam, 
pembangunan gapura, pembangunan rumah yang digunakan untuk 
perkumpulan warga. Selain itu tambahan ada yang kembali lagi ke 
anggota dan dibagi rata sebagai uang jasa. 
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2. Analisis konsep qarḍ terhadap peminjaman uang arisan di Dukuh 
Ngroto, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mondokan Kabupaten 
Sragen sebagai berikut: 
a. Analisa rukun dan syarat 
Dalam analisa rukun dan syarat mengenai ijab qabul, pihak yang 
melakukan transaksi, dan harta yang dipinjamkan yang dilakukan 
antara pengurus arisan dan anggota arisan telah memenuhi rukun 
dan syarat dan sudah sesuai dengan konsep qarḍ.  
b. Analisa Obyek Qarḍ 
Dalam analisa obyek qarḍ telah terpenuhi dan termasuk dalam 
kategori miṡliyyat dimana harta yang dipinjamkan berupa harta 
yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai yaitu 
berupa uang.  
c. Analisa Hukum Al-Qarḍ dari Sisi Sifat yang Melekat padanya 
Dalam analisa hukum al- qarḍ dari sisi sifat yang melekat padanya 
telah terpenuhi dimana pemberi hutang wajib memberikan uang 
kepada penghutang dengan alasan uang digunakan untuk keperluan 
mendesak.  
d. Analisa Sumber Dana Qarḍ 
Menurut fatwa MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai sumber 
dana yang ada dalam arisan telah sesuai dengan sumber dana qarḍ 
dimana sistem-sistem yang ada di LKS sama dengan sistem yang 
ada di arisan, anggota telah mempercayakan dananya di kelompok 
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arisan. Oleh karena itu sumber dana dari masing-masing kelompok 
arisan di Dukuh Ngroto dibenarkan berdasarkan fatwa.  
e. Analisa Tambahan dalam Pengembalian 
Tambahan dalam pengembalian atas hutang yang ada di RT 13 B 
telah sesuai karena tidak terdapatnya persyaratan tambahan dalam 
pengembalian. Sedangkan untuk RT 13 A, 14 B, dan RT 16 tidak 
sesuai, karena adanya tambahan yang dipersyaratkan yang dalam 
hukum Islam termasuk dalam kategori riba qarḍ. 
f. Analisa Biaya Administrasi 
Tidak ada biaya administrasi yang dibebankan kepada anggota, 
sehingga tidak menyalahi fatwa DSN MUI No. 19/DSN-
MUI/IV/2001 tentang biaya administrasi. Karena dalam fatwa 
menjelaskan biaya administrasi dapat dibebankan bukan harus 
dibebankan.  
B. Saran-Saran 
Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisis tentang 
pelaksanaan peminjaman uang arisan di Dukuh Ngroto Kelurahan 
Sumberejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen sebaiknya dalam 
pelaksanaan arisan yang belum sesuai dengan syariat Islam harus 
disesuaikan dengan syariat Islam dengan tidak mengambil dana tambhan 
sehingga tidak menimbulkan unsur riba. 
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LAMPIRAN 1 
Daftar Pertanyaan 
Pengurus Arisan dan Anggota Arisan: 
1. Bagaimana sejarah berdirinya arisan? 
2. Siapa yang mengadakan arisan? 
3. Siapasaja yang bertugas sebagai pengurus arisan? 
4. Apa saja tugas dari masing-masing pengurus? 
5. Bagaimana sistem arisan? 
6. Ada berapa anggota arisan? 
7. Bagaimana sistem dalam peminjaman? 
8. Anggota boleh meminjam uang berapa? 
9. Apabila yang meminjam lebih dari 1 orang maka peminjam mendapatkan 
uang berapa? 
10. Yang meminjam ada syaratnya atau tidak atu semua boleh meminjam? 
11. Dipinjamkan untuk anggota saja atau orang lain boleh ? 
12. Mengapa perlu adanya tambahan? 
13. Tambahan diakhir bongkaran digunakan untuk apa? 
14. Apa tujuan dari peminjaman uang? 
15. Apa tujuan tidak adanya bunga? 
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Data Penduduk Dukuh Ngroto (Jeki, Bayan, Wawancara Pribadi, Senin, 
19 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB). 
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